



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENEMUAN TEKNOLOGI BARU 







CLARISSA PRISCILIA GUNAWAN UMBAS 
B 111 12 270 
 








PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TEKNOLOGI BARU YANG 
DITEMUKAN DI RUANG ANGKASA DITINJAU DARI INTERNATIONAL 







Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Program Kekhususan Hukum Internasional 




Clarissa Priscilia Gunawan Umbas 































Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa : 
Nama :  Clarissa Priscilia Gunawan Umbas 
Nomor Pokok :  B 111 12 270 
Bagian :  Hukum Internasional 
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Baru yang 
ditemukan di Ruang Angkasa ditinjau dari 
International Space Station Intergovernmental 
Agreement 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi. 
 
  Makassar,    Mei 2016 
 
  Pembimbing I         Pembimbing II 
 
 
Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH.,MH.   Dr. Laode Abdul Gani,SH.,MH. 
 NIP. 1963102819900210001 NIP. 195812311987031014 
  
 iv 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI 
 
Diterangkan bahwa skripsi dari Mahasiswa : 
Nama   : Clarissa Priscilia Gunawan Umbas 
No. Pokok  : B 111 12 270 
Bagian   : Hukum Internasional 
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Teknologi Baru yang 
ditemukan di Ruang Angkasa ditinjau dari 
International Space Station Intergovernmental 
Agreement 
 
Memenuhi syarat untuk diajukan sebagai ujian akhir program studi. 
 
Makassar,    Mei 2016 
 
   A. n Dekan 
Wakil Dekan Bidang Akademik, 
 
 
          Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. 







CLARISSA PRISCILIA GUNAWAN UMBAS (B11112270), Perlindungan 
Hukum terhadap Teknologi Baru yang ditemukan di Ruang Angkasa 
ditinjau dari International Space Station Intergovernmental 
Agreement. Penulisan skripsi ini dibimbing oleh Juajir Sumardi dan 
Laode Abdul Gani. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum  
International Space Station Intergovernmental Agreement (IGA 1998) 
dalam hukum internasional dan mengetahui pengaturan mengenai paten 
dalam IGA 1998. 
Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, 
dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui teknik studi 
kepustakaan (library research). Data sekunder yang mana sumber 
datanya diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Jika ditinjau dari sifat 
hukumnya, IGA 1998 termasuk jenis perjanjian internasional yang bersifat 
treaty contract karena hanya mengandung ketentuan-ketentuan yang 
mengatur hubungan atau persoalan antara pihak yang mengadakan saja, 
sehigga perjanjian ini hanya berlaku khusus bagi negara yang telah 
menandatangani perjanjian ini. Meskipun demikian, perjanjian ini dapat 
membentuk kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, melalui proses 
hukum kebiasaan internasional dan (2) IGA 1998 tidak secara eksplisit 
mengatur mengenai paten, tetapi hal tersebut tertuang dalam pasal 21 
IGA 1998 yaitu mengenai kekayaan intelektual, dimana paten termasuk di 
dalamnya. Berdasarkan pasal 21 ayat 2 IGA 198, aktivitas yang terjadi di 
elemen ISS dianggap terjadi hanya dalam teritorial negara di mana 
elemen tersebut didaftarkan. Jadi, jika penemuan tersebut dilakukan di 
elemen milik Jepang maka akan dianggap penemuan tersebut terjadi di 
Jepang, namun berdasarkan pasal 21 ayat 3 IGA 1998, diberikan 
kebebasan bagi penemu tersebut untuk memilih di negara mana ia akan 
mengajukan permohonan paten tanpa perlu mempertimbangkan hukum 






Clarissa Priscilia Gunawan Umbas (B11112270), Legal Protection 
towards New Technology found in Space reviewed by the International 
Space Station Intergovernmental Agreement. This thesis writing is guided 
by Juajir Sumardi and Laode Abdul Gani. 
This study aims to determine the legal status of the International 
Space Station Intergovernmental Agreement (IGA 1998) in international 
law and to determine the IGA arrangements regarding the patent in 1998. 
This research was conducted in the Library of the Faculty of Law, 
Hasanuddin University, Hasanuddin University Central Library, and the 
Library of South Sulawesi province. The method used in collecting the 
data is through technical literature study (library research). Secondary 
data which the data source is obtained from primary legal materials and 
secondary legal materials. The data were analyzed descriptively. 
The results of this study indicate that (1) in the terms of a legal 
nature, IGA 1998 including the types of international agreements that tend 
to be treaty contract because it contains provisions that govern the 
relationship or issues between the related parties only, so this agreement 
only applies exclusively to the states which have signed this agreement. 
However, this agreement can form utility-legal norms that apply generally, 
through the process of customary international law and (2) IGA 1998 does 
not explicitly regulate the patent, but the matter is contained in article 21 
IGA 1998 which is about intellectual property in which the patents are 
included. According to article 21, paragraph 2 IGA 1998, activities that 
occur in the ISS element is considered to occur only within the territorial 
state where the element is registered. So, if the discovery has done in the 
elements belonging to Japan it will be considered that the discovery 
occurred in Japan, but based on Article 21, paragraph 3 IGA, 1998, 
freedom is granted for the inventor to choose in which country will he or 
she apply for a patent without the need to consider the patent law of the 
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A. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi khususnya di bidang keantariksaan 
bertumbuh dengan begitu pesat dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai 
dengan peluncuran satelit untuk pertama kalinya yang dilakukan oleh 
Uni Soviet, negara yang saat ini telah terpecah menjadi beberapa 
negara yang berdiri sendiri. Satelit yang diberi nama SPUTNIK 1 ini 
diluncurkan tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1957. Amerika Serikat 
yang saat itu adalah negara pesaing Uni Soviet kemudian 
meluncurkan satelit EXPLORER 1 sebagai bentuk usaha Amerika 
Serikat untuk menyaingi kemajuan teknologi Uni Soviet. Peristiwa ini 
menjadi tanda bahwa peradaban manusia mulai memasuki abad 
angkasa (space age).1 
Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 
yang telah dicapai di bidang keantariksaan membuka kesempatan 
yang cukup besar bagi berbagai pihak untuk melakukan kegiatan di 
ruang angkasa. Kegiatan di bidang keantariksaan akan terus 
meningkat dalam jumlah negara yang terlibat juga mengenai ruang 
lingkupnya.2 
Peluncuran benda angkasa yang merupakan bentuk kemajuan 
teknologi dalam memanfaatkan ruang angkasa memberikan berbagai 
                                                          
1 Sumardi, Juajir, 1996, Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar), Sapdodadi, Jakarta, Hal. 1. 
2 Ibid., Hal. 2. 
 2 
dampak positif bagi kehidupan manusia. Dampak positif yang dapat 
dirasakan ialah terbukanya kesempatan bagi negara-negara lain yang 
ingin memajukan kemampuan negaranya di bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi ruang angkasa. Misalnya, dengan berkembangnya 
teknologi dan ditemukannya produk ilmu pengetahuan dan teknologi 
ruang angkasa, yaitu remote sensing3, atau penginderaan jauh yang 
berfungsi untuk pengelolaan sumber alam, untuk pembinaan 
lingkungan hidup, untuk peningkatan produksi pangan seperti 
pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta perencanaan pemukiman 
dan tata guna tanah, pemetaan dan lain-lain.  
Pada tahun 1998 International Space Station (ISS) atau Stasiun 
Luar Angkasa Internasional diluncurkan ke ruang angkasa. ISS 
merupakan proyek kerjasama antara Amerika Serikat, Rusia, Jepang, 
Kanada, Brazil, dan negara-negara anggota European Space Agency 
(ESA). ISS berfungsi sebagai laboratorium penelitian mikrogravitasi 
dan lingkungan ruang angkasa di mana para awak stasiun ini dapat 
melakukan eksperimen fisiologi manusia, biologi, bioteknologi, obat-
obatan, biologi, ilmu pengetahuan, astrologi, teknologi, serta bidang 
ilmu lainnya.4  
                                                          
3 Pramono, Agus, 2011, Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Hal. 141. 
Remote Sensing adalah metode sistem identifikasi alam dan/atau penentuan kondisi 
objek di atas permukaan bumi dan barang di bawah maupun di atasnya dengan sarana 
pengamatan dari pelataran udara maupun ruang angkasa. 
4 https://id.wikipedia.org/wiki/International_Space_Station diakses tanggal 3 Oktober 2015 
pukul 22.00 
 3 
Zero gravity yang ditawarkan ruang angkasa sangat ideal bagi 
para ilmuwan untuk menciptakan penemuan baru melalui eksperimen-
eksperimen yang telah dilakukan. Gaya berat di ruang angkasa 
sepersejuta kali gaya berat di bumi memungkinkan para ilmuwan 
untuk memisahkan unsur-unsur kimia yang sukar dipisahkan di bumi 
karena pengaruh gaya gravitasi. Beberapa hasil penemuan dari 
laboratorium ruang angkasa yaitu obat-obatan. 
Untuk memacu kreativitas dalam menciptakan penemuan-
penemuan di laboratorium ruang angkasa, diperlukan perlindungan 
hukum  yang jelas terhadap penemuan tersebut. Tanpa adanya 
perlindungan, maka kegiatan dalam bidang penelitian dan 
pengembangan di bidang apa pun akan tidak bergairah.5 Sistem paten 
memberikan sebuah hak eksklusif berupa paten kepada seorang yang 
telah mempublikasikan suatu penemuan baru dengan kompensasi 
bagi publikasi sedemikian rupa dalam suatu jangka waktu yang telah 
ditentukan dengan beberapa persyaratan tertentu, yang dengan 
demikian membuka kesempatan bagi pihak-pihak ketiga untuk 
memanfaatkan penemuan yang dipublikasikan itu.6 
Paten merupakan perjanjian antara negara dan penemu. 
Penemu diberikan hak eksklusif oleh negara untuk mengecualikan 
orang lain dari pembuatan, penggunaan, atau penjualan penemuan di 
wilayah negara tersebut. Prinsip dasar dari hukum paten adalah hak 
                                                          
5 Purwaningsih, Endang, 2005, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, 
Ghalia, Bogor, Hal. 14. 
6 Ibid, Hal. 30. 
 4 
yang diberikan terbatas dalam lingkup, waktu, dan ruang. Dengan 
demikian, penemuan tersebut hanya dilindungi di wilayah negara di 
mana paten didaftarkan. Misalnya dalam konteks ISS, penemuan 
yang ditemukan di Belgia tetapi patennya didaftarkan di Amerika, 
penemuan tersebut dapat digunakan secara bebas di semua negara 
(termasuk Belgia), kecuali Amerika. Proses untuk mendaftarkan paten 
sangat mahal, oleh karena itu penemuan biasanya hanya didaftarkan 
patennya di negara dimana diharapkan penemuan tersebut akan 
banyak digunakan. 
Sebagaimana dalam Pasal 2 Space Treaty 1967: “Outer space, 
including the Moon and other celestial bodies, is not subject to 
national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or 
occupation, or by any other means.” Ruang angkasa, bulan dan 
benda-benda langit lainnya tidak boleh dijadikan sebagai objek 
kepemilikan, oleh karena itu ruang angkasa tidak tunduk pada 
kedaulatan negara manapun. Tidak ada satu pun negara yang dapat 
mengklaim kepemilikan akan ruang angkasa atau benda angkasa. 
Jadi, ruang angkasa tidak dimiliki atau dikendalikan oleh siapapun dan 
tersedia bagi siapa saja. Dengan demikian muncul pertanyaan hukum 
mana yang dapat diterapkan sehubungan dengan ketiadaan teritorial 
di ruang angkasa untuk mengatur mengenai paten. Seperti yang 
diketahui, sampai saat ini belum tersedia peraturan mengenai hak 
kekayaan intelektual, khususnya paten, yang dapat digunakan di 
 5 
ruang angkasa.  Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, 
penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 
perlindungan terhadap teknologi baru yang ditemukan di ruang 
angkasa ditinjau dari International Space Station Intergovernmental 
Agreement. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka 
rumusan masalah yang dapat diteliti adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah kedudukan International Space Station 
Inergovernmental Agreement dalam hukum perjanjian 
internasional? 
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai paten dalam International 
Space Station Intergovernmental Agreement? 
C. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan yang diharapkan dapat tercapai adalah: 
1. Untuk mengetahui kedudukan hukum International Space 
Station Inergovernmental Agreement dalam hukum perjanjian 
internasional. 
2. Untuk mengetahui pengaturan mengenai paten dalam 
International Space Station Intergovernmental Agreement. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 6 
1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan 
bahan referensi dan menambah wawasan intelektual dalam 
pengembangan ilmu hukum khususnya bagi para calon 
penegak hukum mengenai penyelesaian sengketa terkait hak 
kekayaan intelektual.  
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat 
memberikan masukan kepada semua pihak termasuk aparat 
penegak hukum dan kalangan akademisi serta masyarakat 
yang memiliki perhatian serius dalam bidang hukum 
internasional.  
3. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti-




A. Perjanjian Internasional dalam Hukum Internasional 
1. Pengertian Perjanjian Internasional 
Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan 
bahwa sumber hukum internasional ada 4 yakni Perjanjian 
Internasional, Kebiasaan Internasional, (c) Prinsip hukum umum, (d) 
Doktrin dan pendapat ahli.
  
Sebagai salah satu sumber hukum 
internasional, sebuah perjanjian internasional dapat menjadi dasar 
hukum yang mengikat para pihak. Perihal perjanjian internasional 
yang diatur dalam VCLT 1969, pihak yang dimaksud adalah negara. 
Dengan demikian perjanjian internasional merupakan salah satu cara 
negara dalam mengikatkan diri dalam kewajiban internasional.  
Perihal perjanjian internasional diatur dalam Vienna Convention 
on The Law of Treaties (VCLT) 1969. Berdasarkan konvensi ini pada 
Pasal 2 ayat (1) para. a menyatakan bahwa perjanjian internasional 
(treaty) adalah  
an international agreement concluded between States in written 
form and governed by international law, whether embodied in a 
single instrument or in two or more related instruments and 
whether its particular agreements. 
Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa suatu perjanjian dikatakan sebagai perjanjian internasional 
bila memenuhi unsur merupakan perjanjian internasional yang dibuat 
antar negara, merupakan perjanjian yang tertulis, dan diatur 
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berdasarkan hukum internasional, baik terdapat dalam sebuah 
instrument ataupun lebih, apapun nama perjanjiannya. Dengan 
demikian, suatu perjanjian yang tidak memenuhi kriteria-kriteria ini 
bukan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam VCLT 
1969, sehingga tidak tunduk pada aturan-aturan yang terdapat dalam 
VCLT 1969.  
Dalam bukunya, Boer Mauna menyimpulkan bahwa yang 
dimaksud dengan perjanjian internasional adalah semua perjanjian 
yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum 
internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan 
ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum.7  
Lord McNair berpendapat, bahwa “Treaty are written agreement 
by which two or more states or international organization create or 
intend to create a relation between themselves operating within the 
sphere of international law”.8 
Oppenheim berpendapat, bahwa yang dimaksud perjanjian 
internasional ialah: “...are agreement, of contractual character 
between states, or organization of states, creating legal right and 
obligation between the parties”. 9 
Terdapat berbagai istilah atau nomenklatur yang dapat 
digunakan pada perjanjian internasional. Terdapat istilah seperti 
                                                          
7 Mauna, Boer, 2011, Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era 
Dinamika Global, PT Alumni, Bandung. Hal. 85. 
8 Ashri, Muhammad, Hukum Perjanjian Internasional: dari Pembentukan hingga Akhir 
Berlakunya, Arus Timur, Makassar, Hal. 8.  
9Ibid. 
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Treaty atau Traktat, Agreement atau Persetujuan, Convention atau 
Konvensi, Covenant atau Kovenan, Declaration atau Deklarasi, 
Protocol atau Protokol, Pact atau Pakta, Act atau Akta, Statute atau 
Statuta, Charter atau Piagam, Memorandum of Understanding (MoU) 
atau Nota Kesepahaman, Exchange of Notes atau Pertukaran Nota, 
Modus Vivendi, Letter of Intent, Dll. 10 
Istilah Treaty, Declaration, Convention, Pact umumnya 
digunakan untuk perjanjian internasional yang  bersifat multilateral. 
Sedangkan istilah Covenant, Statute, Charter dan lainnya umumnya 
digunakan pada perjanjian internasional yang bersifalt multilateral, 
sekaligus memuat atau merupakan anggaran dasar dari suatu 
lembaga atau organisasi internasional. Agreement, Memorandum of 
Understanding, Exchange of Notes, Letter of Intent umumnya 
digunakan untuk perjanjian internasional yang bersifat bilateral. 
Protocol digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional yang 
beberapa ketentuan–ketentuan Pasalnya telah mengalami 
perubahan, perbaikan atau penyempuranaan. 11 
 
2. Pembentukan Perjanjian Internasional 
Menurut Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum 
Perjanjian, pembuatan perjanjian harus dilakukan dengan Good 
Faith atau itikad baik. Hal ini tercantum jelas dalam Pasal 26 
                                                          
10 Ibid., hlm 10.  
11 Ibid., Hlm 11.  
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Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian yang 
mengatakan, bahwa “Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para 
pihak untuk itu dan harus dilakukan oleh mereka dengan itikad baik”. 
12 Pembentukan perjanjian internasional terbagi atas dua cara, yaitu 
melalui prosedur normal atau prosedur yang disederhanakan. 
Prosedur normal biasanya melalui tahapan, perundingan 
(negotiation), penandatanganan (signature), persetujuan parlemen 
(approval of parliament), dan ratifikasi (ratification).  
a. Perundingan 
Langkah pertama yang harus ditempuh untuk memulai 
negosiasi adalah mengangkat wakil-wakil untuk melakukan 
negosiasi tersebut. Setiap wakil itu harus diakreditasi 
sebagaimana mestinya ke negara lain dan harus dilengkapi 
dengan kuasa yang diperlukan yang bukan saja statusnya 
sebagai perutusan resmi, melainkan juga kewenangannya. 
Berdasarkan Pasal 7 Konvensi Wina 196, negara dapat 
menunjuk seseorang yang ditunjuk untuk mewakili negara 
tersebut dalam tahap-tahap pembuatan perjanjian 
internasional dengan membuat surat kuasa penuh (full 
powers). Dalam Pasal 7 ayat 2 Konvensi Wina 1969 
menyebutkan pihak yang tidak memerlukan surat kuasa 
penuh yaitu: 
                                                          
12 Vienna Convention On The Law Of Treaties 1969. Article 26. 
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1) Kepala Negara, kepala pemerintahan dan menteri 
luar negeri; 
2) kepala perwakilan diplomatik dalam rangka 
mengadopsi perjanjian antara Negara pengirim dan 
negara penerima misi diplomatik;  
3) Perwakilan Negara pada suatu konfrensi 
internasional, organisasi internasional dan 
organnya dalam rangka mengadopsi perjanjian 
hasil konferensi, perjanjian dalam organisasi 
internasional dan organnya dalam rangka 
mengadopsi perjanjian hasil konferensi, perjanjian 
dalam organisasi internasional dan organnya;  
b. Penandatanganan 
Sebuah perjanjian internasional dapat langsung berlaku 
tanpa menunggu dilakukannya ratifikasi apabila hal 
tersebut memang telah disepakati oleh negara peserta 
perjanjian. Pasal 12 ayat 1 Konvensi Wina 1969  mengatur 
persetujuan negara untuk diikat suatu perjanjian dapat 
dinyatakan dalam bentuk tandatangan wakil negara 
tersebut apabila: 
1) Perjanjian tersebut yang menyatakannya;    
2) Terbukti bahwa negara-negara yang berunding 
menyetujuinya   demikian;  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3) Full powers wakil-wakil negara menyebutkan 
demikian atau   dinyatakan dengan jelas waktu 
perundingan.    
c. Pengesahan 
Pengesahan diartikan sebagai sebuah ekspresi untuk 
terikat pada sebuah perjanjian internasional. 
Penandatangan suatu perjanjian belum menciptakan ikatan 
hukum bagi para pihaknya. Bagi perjanjian yang demikian 
penandatangan perjanjian tersebut harus disahkan oleh 
badan yang berwenang di negaranya. Pengesahan 
demikian disebut ratifikasi. Pembedaan antara tandatangan 
dan ratifikasi dianggap perlu yang akan memungkinkan 
pejabat negara yang memiliki treaty making power untuk 
mengecek apakah para utusan yang ditugaskan berunding 
tidak keluar dari instruksi. Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 
Konvensi Wina 1969 persetujuan negara untuk diikat dalam 
suatu perjanjian dinyatakan dalam bentuk ratifikasi 
apabila:13 
1) Perjanjian tersebut mengharuskan supaya 
persetujuan diberikan dalam bentuk raitifikasi;  
2) Bila terbukti bahwa negara-negara yang ikut 
                                                          
13 Sinclair, The Vienna Convention on The Law of Treaties, Hal. 37 
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berunding setuju untuk mengadakan ratifikasi;   
3) Bila utusan-utusan negara menandatangani 
perjanjian tersebut dengan syarat untuk 
meratifikasinya kemudian, atau;  
4) Full powers deligasi itu sendiri menyatakan bahwa 
ratifikasi diharuskan kemudian.  
Selain dengan ratifikasi, perstujuan untuk mengikatkan diri 
terhadap suatu perjanjian dapat dilakukan juga dengan cara 
pernyataan turut serta (accession), menerima (acceptance) atau 
persetujuan (approval). 
 
3. Mengikatnya Perjanjian Internasional 
Menurut ajaran dari Anzilotti, perjanjian internasional mengikat 
berdasarkan prinsip “pacta sunt servanda”. Prinsip ini sesuai dengan 
ketentuan dalam praktik yang ditetapkan dalam Deklarasi Konferensi 
London tahun 1971 bahwa negara-negara mengakui prinsip hukum 
internasional yang menetapkan bahwa negara tidak dapat 
membedakan diri dari ikatan perjanjian internasional atau mengubah 
ketentuannya tanpa persetujuan pihak lawan berjanji melalui saling 
pengertian yang bersahabat. Dengan demikian persetujuan negara 
mewajibkan negara itu untuk menaatinya.  
Agar suatu perjanjian internasional dapat mengikat, perjanjian 
itu harus dibuat oleh pihak yang berwenang dan menurut prosedur 
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yang berlaku. Pihak yang berwenang membuat perjanjian 
internasional adalah negara dan organisasi internasional yang 
memenuhi persyaratan hukum internasional. Negara dan organisasi 
internasional juga harus diwakili oleh pejabat yang berwenang 
menurut hukum Internasional dan hukum nasional negara atau 
anggaran dasar organisasi Internasional yang bersangkutan.  
Perjanjian internasional merupakan “res inter alios acta” oleh 
karena itu pada prinsipnya perjanjian internasional hanya mengikat 
pihak-pihak yang berjanji saja. Menurut prinsip umum yang berlaku, 
perjanjian internasional tidak menimbulkan hak atau pun kewajiban 
bagi negara ketiga “pacta tertiis nec nocent nec prosunt”. 
Pengecualian terhadap prinsip itu terjadi antara lain bila pihak-pihak 
yang berjanji memberi hak kepada negara ketiga, bila perjanjian 
internasional bersifat multilateral yang merupakan kodifikasi hukum 
internasional kebiasaan yang telah ada, bila perjanjian internasional 
itu bersifat multilateral yang dimaksudkan berlaku universal.  
Hak dan kewajiban yang ditetapkan suatu perjanjian 
internasional pada prinsipnya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. 
Peralihan hak dan kewajiban itu hanya dapat dilakukan dengan 
persetujuan pihak lawan berjanji misalnya melalui persetujuan baru 
“novasi” antara pihak-pihak yang berjanji dengan negara ketiga. 14 
 
                                                          





B. Ruang Angkasa dalam Hukum Internasional 
Hukum angkasa adalah keseluruhan norma-norma hukum yang 
berlaku khusus untuk penerbangan angkasa, pesawat angkasa, dan 
benda-benda angkasa lainnya dan ruang angkasa dalam peranannya 
sebagai ruang kegiatan penerbangan (angkasa).15 
Batas antara ruang udara dan antariksa merupakan suatu hal 
yang vital, karena hal ini berkaitan dengan hak dan tanggung jawab 
dari kegiatan antariksa yang berbeda dalam ketentuan bagi kegiatan 
penerbangan yang menggunakan psawat udara. Dari berbagai usulan 
yang diajukan, sampai saat ini belum diperoleh kesepakatan secara 
internasional mengenai penetapan batas ruang udara dan antariksa. 
Hal ini disebabkan perbedaan sudut pandang dan kepentingan dalam 
pemanfaatan antariksa antara negara. 
Lingkup atau delimitation dari ruang angkasa adalah bukan 
sesuatu yang mutlak. Berikut adalah beberapa pandangan mengenai 
lingkup ruang angkasa.16 
a. Menurut sudut pandang COOPER bahwa yang pokok adalah 
flight instrumentalities, maka dengan sendirinya ruang, apa pun 
namanya, yang dimulai dari 0 (nol) meter pada permukaan laut 
                                                          
15 Pramono, Agus, 2011, Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Ghalia, Bogor. 
Hal. 64 
16 Ibid., Hal. 67 
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sampai ketinggian tak terhingga adalah merupakan suatu 
ruang. 
b. Dilihat dari sudut pandang bahwa ada beberapa hal yang dapat 
diatur bersama bagi ruang udara dan ruang angkasa, maka 
pembatasan tidak diperlukan, seperti untuk pertolongan bagi 
awak pesawat, baik udara maupun angkasa, yang mengalami 
kecelakaan, karena konvensi yang bersangkutan (Rescue 
Agreement 1968) tidak membedakan dimana kecelakaan 
terjadi. Demikian pula untuk masalah tanggung jawab, bagi 
pengangkut udara maupun pengangkut angkasa, baik 
perbaikan dan untuk kerugian pada orang atau badan hukum di 
permukaan bumi, pembatasan itu tidak relevan (Liability 
Convention 1972). 
c. Sampai saat ini, belum ada satu pun konvensi yang 
menegasakan dimana perbatasan antara ruang udara dan 
ruang angkasa, maka pembatasan ini dicoba untuk ditetapkan 
oleh para teoretisi. Teori-teori yang diajukan berjumlah relatif 
banyak dan memberi petunjuk bahwa mungkin tidak akan 
dicapai kesepakatan, karena tidak mengadakan diferensiasi 
untuk maksud apa pembatasan diadakan. Jumlah teori 
sekurang-kurangnya ada 9 teori, dan titik tolaknya bermacam-
macam. Teori-teori tentang garis batas antara ruang udara dan 
ruang angkasa adalah sebagai berikut. 
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1) Garis batas berdasarkan konsepsi “atmosfer”. Atmosfer 
adalah lapisan udara di atas bumi yang berisi gas terdiri 
atas elemen-elemen seperti N2, H2, O2, dan lain-lain, dan 
mempunyai tekanan dan kepadatan tertentu. Tekanan ini 
pada permukaan laut sama dengan tekanan dari suatu 
kolom Hg atau air raksa setinggi 86 cm pada suatu luas 
sebesar 1cm2 (1 atmosfer). Maka tinggi tekanan ini makin 
berkurang. Akan tetapi, baru pada ketinggian tertentu 
tekanan ini menjadi praktis 0. Pada ketinggian 16 km, 
tekanan ini menjadi 1/10 dari tekanan di atas permukaan 
laut pada ketinggian 100 km menjadi 10-6, pada ketinggian 
160 km menjadi 10-9, dan pada ketinggian 500 km menjadi 
10-11 dari tekanan permukaan laut. Dapat ditarik kesimpulan 
bahwa teori berdasarkan konsepsi atmosfer tidak mungkin 
kongkret, karena bagaimanapun juga sampai ketinggian 
beberapa ratus kilometer di atas permukaan bumi masih 
terdapat unsur-unsur atmosfer. 
2) Garis berdasarkan pembagian atmosfer, yang terdiri dari 4 
lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, metosfer, dan ionosfer. 
Ruang udara hanya meliputi stratosfer karena pesawat 
udara tidak bisa terbang melebihi stratosfer. 
3) Teori dalam Konvensi Chicago 1944 berdasarkan 
ketinggian maksimum penerbangan dengan pesawat udara 
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konvensioal. Teori Konvensi Chicago 1944 atau teori ICAO 
berdasarkan maksimum ketinggian yang dapat dicapai 
pesawat udara biasa, yang didefinisikan sebagai “setiap 
alat yang mendapatkan gaya angkat dinamis di atmosfer 
dari reaksi udara” 
4) Garis Von Karman, yaitu berdasarkan titik dimana gaya 
angkat aerodinamis dikalahkan oleh gaya sentrifugal 
bekerja, gaya angkat aerodinamis sudah sedemikian 
kecilnya, sehingga praktis tidak lagi dapat dimanfaatkan 
oleh pesawat udara. Tidak ada pesawat udara yang bisa 
terbang mencapai ketinggian 90 kilometer. 
5) Garis berdasarkan perigee (titik terendah) dari orbit satelit. 
Suatu variasi: garis terendah satelit yang mengorbit pada 
tanggal ditandatanganinya Space Treaty. Garis demikian 
pula kurang pasti karena didasarkan pada kenyataan 
bahwa kalau atmosfer terlalu padat, satelit tidak dapat tetap 
pada orbitnya, dan kepadatan berbeda-beda di berbagai 
tempat. Teori ini kebalikan dari teori ICAO yang mulai dari 
bawah, dengan titik tolak dari pesawat udara, sedangkan 
teori “satelit” dimulai dari atas. Kombinasi teori-teori ini akan 
menyebabkan adanya suatu bagian ruang udara/angkasa 
yang tidak termasuk wilayah kedua jenis pesawat tersebut. 
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6) Garis berdasarkan titik dimana sudah tidak ada gaya tarik 
bumi. Gaya tarik bumi makin lama makin kecil, sampai 
pada suatu ketinggian tertentu mencapai nilai yang praktis 
nol, meskipun tidak hilang sama sekali karena bulan tetap 
pada orbitnya, karena ada gaya tarik bumi. Benda yang 
dilepaskan pada ketinggian ini tidak akan jatuh ke bumi 
akan tetapi melayang di angkasa. Teori ini didasarkan pada 
asumsi bahwa demi keamanan suatu negara, ruang di 
bawah garis ini masih bisa dipergunakan untuk melakukan 
pemboman atas wilayah negara lain. 
7) Garis ditentukan oleh kemampuan negara di bawahnya 
untuk secara efektif melaksanakan kekuasaannya. Teori ini 
disebut juga teori “kekuatan”, karena mendasarkan batas 
antara ruang udara dan ruang angkasa pada kemampuan 
suatu negara untuk mempertahankan kekuasaannya di 
ruang udara dan ruang angkasa. Tetapi ini akan berakibat 
bahwa batas kedaulatan untuk tiap negara akan berbeda-
beda. Dengan sendirinya, hal demikian bukanlah situasi 
yang ideal. 
8) Teori “zone”, yang membagi ruang udara menjadi ruang 
yang tunduk pada kedaulatan dan suatu daerah lintas. 
Suatu negara berdasarkan kemampuan terbang suatu 
pesawat udara biasa atau dengan suatu cara pembatasan 
 20 
lainnya dapat menetapkan suatu daerah lintas (a 
contiguous zone) yang dapat dilalui dengan bebas semua 
penerbang nonmiliter dan di atas kedua zona ini suatu 
ruang yang bebas. Dengan kemajuan teknologi, maka yang 
sulit adalah bahwa terdapat jenis-jenis pesawat udara 
bermesin roket dan dapat terbang sampai suatu ketinggian 
yang tidak dapat dicapai pesawat udara bermesin piston 
atau bermesin jet. 
9) Garis batas yang ditentukan melalui kombinasi di antara 
cara-cara yang disebutkan di atas. 
Walaupun belum terdapat kesepakatan tentang batas tertinggi 
dari ruang yang dapat disebut ruang udara dan batas terbawah dari 
ruang yang disebut ruang angkasa, namun terdapat kecenderungan 
yang menunjukkan bahwa ahli-ahli hukum, terutama yang berpijak 
pada teori-teori fisika, cenderung menggunakan sifat fisik ruang 
sebagai pembeda sekaligus pembatas dari kedua ruang itu. Ahli-ahli 
hukum, seperti: Bevilacqua, Jastrow, Bin Cheng, dan Cooper 
menggunakan udara sebagai pembatas ruang. Ruang udara (air 
space) adalah ruang yang mengandung udara, dan ruang angkasa 
(outer space) adalah ruang yang bersifat hampa udara.17 
1.  Prinsip-Prinsip dalam Hukum Ruang Angkasa 
                                                          
17 Putra, Ida Bagus Wyasa, 2001, Tanggung Jawab Negara terhadap Dampak 
Komersialisasi Ruang Angkasa, Hal. 29 
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Dalam hukum angkasa terdapat beberapa prinsip, baik 
mengenai ruang angkasa sendiri atau pemanfaatan ruang angkasa. 
Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut:18 
a. Prinsip tidak dapat dimiliki (non-appropriation principle). Ruang 
angkasa tidak dapat dimiliki oleh siapa pun atau negara mana 
pun dengan cara apa pun juga. 
b. Prinsip kebebasan eksplorasi dan pemanfaatan (freedom of 
exploration and use). Setiap negara tanpa memandang tingkat 
ekonomi atau tingkat kemampuan teknologinya dapat 
mengeksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa. 
c. Prinsip bahwa hukum internasional umum berlaku (applicability 
of general international law). Sebagai suatu bagian dari hukum 
internasional, sewajarnya hukum internasional secara umum 
berlaku pula bagi hukum ruang angkasa. 
d. Prinsip pembatasan kegiatan militer (restriction on military 
activities). Membatasi kegiatan militer atau memperkecil 
kemungkinan terjadinya hal-hal yang membahayakan 
perdamaian. 
e. Status hukum ruang angkasa sebagai “res extra commercium” 
atau “res omnium communis”. 
f. Prinsip “common interest” dan “common heritage”. 
                                                          
18 Pramono, Agus, Op.cit.,Hal. 71-72 
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g. Prinsip kerja sama internasional “principle of international 
cooperation”. Kerja sama internasional merupakan syarat 
mutlak eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa untuk 
tujuan-tujuan damai. 
h. Prinsip tanggung jawab “principle of responsibility and liability”. 
Pada kegiatan ruang angkasa harus ada pihak yang 
bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama 
ini, yang bertanggung jawab adalah negara yang melakukan 
kegiatan ruang angkasa. 
2.  Pembentukan Hukum Ruang Angkasa 
Status yuridik antariksa merupakan karya yang paling baru 
karena mulai berkembang sejak permulaan tahun 1960-an.19 Sejak 
keberhasilan Uni Soviet meluncurkan satelit SPUTNIK I pada tanggal 
4 Oktober 1957 dan suksesnya Amerika Serikat mendaratkan Apollo 
11 di bulan pada tanggal 20 Juli 1969, manusia telah beralih pada 
dimensi yang lebih spektakuler yakni dimensi pemanfaatan ruang 
angkasa. 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumunya 
dan teknologi penerbangan di ruang angkasa khususnya telah 
memberi pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap perkembangan politik intenasional, ekonomi, sosial budaya, 
                                                          
19 Mauna, Boer, Op.cit, Hal. 438. 
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militer, dan pada akhirnya juga memberikan pengaruh terhadap 
perkembangan hukum internasional pada umumnya. 
Permasalahan yang muncul sehubungan dengan usaha 
pemanfaatan ruang angkasa, khususnya di bidang hukum 
internasional telah disadari secara dini sejak keberhasilan Uni Soviet 
dalam peluncuran satelit SPUTNIK I yang sukses. Bahwa 
keberhasilan itu akan menimbulkan berbagai perkembangan di bidang 
hukum internasional, akhirnya muncullah suatu bidang hukum 
internasional yang relatif masih baru yakni Hukum Ruang Angkasa. 
Proses pembentukan hukum ruang angkasa didasarkan 
terutama pada hukum internasional dan kerja sama internasional. 
Pembentukan hukum ruang angkasa ini ditandai dengan pengajuan 
serentetan Resolusi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
Resolusi tersebut meliputi petunjuk-petunjuk dan cara-cara 
meningkatkan kerja sama internasional serta penerapan prinsip-
prinsip dasar tentang peraturannya.20 
Setahun setelah peluncuran SPUTNIK I, tepatnya pada tanggal 
13 Desember 1958, Majelis Umum PBB mengeluarkan sebuah 
resolusi 1348 (XIII) di mana resolusi tersebut telah membentuk 
sebuah komite sementara yakni Ad Hoc Comittee on the Peaceful 
Uses of Outer Space, yang bertugas menyelidiki ruang angkasa. Hasil 
keputusan dari Ad Hoc Comittee yang dilaporkan pada tahun 1959 
                                                          
20 Sumardi, Juajir, Op.cit., Hal. 12 
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bahwa prinsip-prinsip yang perlu ditekankan dalam kerangka 
pembentukan hukum internasional mengenai kegiatan di ruang 
angkasa, bahwa ruang angkasa yang menjadi objek baru dari 
kegiatan manusia dalam rangka peningkatan kualitas hidupnya di 
permukaan bumi ini haruslah bebas untuk dieksplorasi dan 
dieksploitasi.21 
Selanjutnya Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi lanjutan 
yaitu Resolusi 1472 (XIV). Resolusi ini berhasil membentuk suatu 
komite yaitu Comittee on the Peacful Uses of Outer Space yang 
bertugas mempelajari dan menelaah masalah-masalah hukum yang 
timbul pada masa mendatang sebagai akibat adanya eksplorasi dan 
eksploitasi ruang angkasa. Resolusi 1472 (XIV) ini mempersoalkan 
kerjasama internasional dalam rangka penggunaan ruang angkasa 
untuk maksud-maksud damai di mana dalam pelaksanaan kegiatan 
negara-negara di ruang angkasa haruslah selalu mendasarkan diri 
pada dua prinsip utama yaitu:22 
a. International Law, including the Charter of United Nations, 
applies to outer space and celestial bodies; 
b. Outer space and celestial bodies are free for exploration 
and use by all States in conformity with international law 
and are not subject to national appropriation. 
                                                          
21 Ibid. 
22 Ibid., Hal. 12-13 
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Kedua prinsip di atas selanjutnya dijadikan sebagai bahan 
dasar dalam pembicaraan-pembicaraan selanjutnya. 
Dalam sidang pertama tahun 1962 dan sidang kedua tahun 
1963 telah menerima usul baik dari pihak Amerika Serikat yang 
menyangkut masalah pertolongan, pengembalian para awak dan 
pesawat ruang angkasa, serta masalah pertanggungjawaban atas 
kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pesawat ruang angkasa; 
maupun dari pihak Uni Soviet yang menyangkut Deklarasi Prinsip-
prinsip dasar pengaturan negara-negara dalam melakukan eksplorasi 
dan eksploitasi ruang angkasa. Sidang-sidang yang membahas 
persoalan penggunaan ruang angkasa untuk maksud damai tersebut 
selanjutnya dilaksanakan pada tahun 1964 dan tahun 1965 setelah 
sebelumnya mengajukan usul Amerika Serikat dan Uni Soviet serta 
menggabungkan kedua usul tersebut dengan resolusi 1884 (XVIII) 
menyangkut Treaty Banning Nuclear Weapons Test in Atmosphere, in 
Outer Space and Under Water yakni pada tanggal 17 Oktober 1963.23 
Pada sidang yang dilaksanakan tahun 1965 dihasilkan resolusi 
Majelis Umum tertanggal 21 Desember 1965, yaitu resolusi 2130 (XX) 
yang menyangkut prinsip-prinsip hukum yang menguasai kegiatan di 
negara ruang angkasa. Pada tanggal 16 Juni 1966, diajukan konsep 
Treaty on Principles Governing the Activities of States in the 
Exploration and Use of Outer Space, the Moon and other Celestial 
                                                          
23 Ibid., Hal. 14 
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Bodies atas usul Amerika Serikat dan Uni Soviet.  Dengan aklamasi 
Majelis Umum PBB tertanggal 9 Desember 1966 telah menerima 
sebuah Treaty dalam resolusi no. 2222 (XX) dan ditandangani di 
Washington, London, Moscow pada tanggal 27 Januari 1967. Treaty 
tersebut selanjutnya disebut Space Treaty 1967 yaitu Treaty on 
Principles Governing the Activities of States in the Exploration and 
Use of Outer Space, including the Moon and other Celestial Bodies, 
1967. Space Treaty 1967 inilah yang merupakan hukum dasar bagi 
penciptaan hukum-hukum dalam masalah aktivitas manusia di ruang 
angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya. Prinsip 
utama yang terkandung dalam Space Treaty 1967 ini yaitu sebagai 
berikut24: 
a. Eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, bulan dan 
benda-benda ruang angkasa lainnya bagi semua negara 
untuk tujuan damai dan kerjasama internasional. Prinsip 
ini tercantum didalam Pasal 1 dan 2 Space Treaty 1967. 
Untuk merealisasikan kebebasan melakukan eksploitasi 
dan eksplorasi ruang angkasa tidak boleh dijadikan 
sebagai objek kepemilikan yaitu dengan melakukan 
suatu klaim kedaulatan oleh suatu negara (Pasal 2 
Space Treaty 1967). 
                                                          
24 Ibid., Hal. 39-41 
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b. Pelaksanaan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa 
harus sesuai dengan hukum internasional dan piagam 
PBB (Pasal 3 Space Treaty 1967). 
c. Larangan penempatan senjata-senjata di ruang angkasa. 
Sebagaimana diketahui bahwa pemanfaatan ruang 
angkasa dan benda-benda langit lain jika mempunyai 
maksud dan tujuan damai (Pasal 4 Space Treaty 1967). 
d. Pemberian bantuan kepada astronot dan pemberitahuan 
mengenai adanya gejala-gejala yang membahayakan di 
ruang angkasa. Prinsip ini adalah prinsip yang 
menghagrai kemanusiaan (Pasal 5 Space Treaty 1967). 
e. Tanggungjawab internasional harus dilakukan oleh 
negara yang melaksanakan kegiatan di ruang angkasa. 
Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan ruang angkasa 
itu dapat dilakukan oleh pihak pemerintah suatu 
negara  dan oleh pihak swasta atau non pemerintah. 
Kegiatan yang dilakukan oleh non pemerintah  harus 
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah 
yang bersangkutan sedangkan bagi organisasi 
internasional oleh organisasi itu sendiri dan pemerintah-
pemerintah yang menjadi anggotanya (Pasal 6 Space 
Treaty 1967). 
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f. Ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan oleh 
kegiatan ruang angkasa. Mengenai ganti rugi terhadap 
kerugian yang diakibatkan oleh benda-benda buatan 
manusia yang diluncurkan ke ruang angkasa maka pihak 
yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan kepada 
negara peluncur. Negara peluncur dalam pengertian ini 
adalah negara yang meluncurkan suatu benda angkasa 
atau yang turut serta dalam peluncuran atau negara 
yang membiayai peluncuran dan dapat juga negara di 
mana peluncuran benda angkasa tersebut dilakukan. Hal 
ini tercantum dalam pasal 7 Space Treaty 1967 
sedangkan mengenai mereka yang berhak atas tuntutan 
ganti rugi tersebut adalah negara ketiga yang secara 
langsung menderita kerugian. 
g. Yurisdiksi atas person dan objek yang diluncurkan. 
Prinsip ini menetapkan bahwa manusia, objek, ruang 
angkasa yang diluncurkan ke ruang angkasa merupakan 
yurisdiksi negara peluncur tersebut, di mana jika 
manusia atau objek ruang angkasa yang diluncurkan 
tersebut jatuh di wilayah negara lain maka negara yang 
wilayahnya menjadi lokasi jatuhnya benda-benda 
angkasa atau manusia tersebut harus mengembalikan 
kepada negara pemiliknya (Pasal 8 Space Treaty 1967). 
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h. Prinsip pencegahan terhadap pencemaran dan 
kontaminasi dari ruang angkasa dan benda-benda ruang 
angkasa.  Prinsip ini menegaskan bahwa kegiatan yang 
dilakukan di ruang angkasa dan benda-benda langit 
lainnya haruslah tetap menjaga agar tidak terjadi 
pencemaran dan kontaminasi. Ini diperlukan agar tetap 
terjaga kelestarian lingkungan (Pasal 9 Space Treaty 
1967). 
i. Prinsip tentang keharusan untuk memberitahukan 
kepada sekjen PBB dan masyarakat internasional 
mengenai maksud dan tujuan serta hasil dari kegiatan di 
ruang angkasa. Prinsip ini memungkinkan terjadinya 
kerjasama internasional dalam rangka pemanfaatan 
sumber daya ruang angkasa (Pasal 11 Space treaty 
1967). 
j. Prinsip penggunaan sistem ruang angkasa secara 
bersama. Bahwa semua stasiun, instalasi dan peralatan 
dan wahana ruang angkasa suatu negara itu harus dapat 
pula dipergunakan oleh negara lain, dan harus 
berpegangan pada prinsip atau asas timbal balik 
(reciprocity) dengan catatan harus ada pemberitahuan 
lebih dahulu dengan maksud agar tidak mengganggu 
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jalannya program negara pemilik stasiun atau wahana 
antariksa tersebut (Pasal 12 Space Treaty). 
Atas dasar prinsip-prinsip yang terkandung dalam Space Treaty 
1967 tersebut, hingga kini PBB melalui Komite Pemanfaatan Ruang 
Angkasa untuk Tujuan Damainya (United Nation Comittee on the 
Peaceful Uses of Outer Space, disingkat UNCUPUOS) telah 
menciptakan suatu aturan hukum internasional mengenai kegiatan 
ruang angkasa, yaitu:25 
a. Agreement on the Rescue of Astronauts, Return of 
Astronauts and Return of Objects Launched into Outer 
Space, 22 April 1968. 
Perjanjian ini utamanya mengatur tentang:26 
1) Kerjasama antarnegara atau organisasi-organisasi 
internasional peluncur dengan pihak-pihak ketiga agar 
ikut serta di dalam usaha-usaha penyelamatan awak 
pesawat ruang angkasa yang sedang mengalami 
kecelakaan atau melakukan pendaratan darurat maupun 
pendaratan-pendaratan di luar negara; 
2) Kewajiban negara-negara anggota untuk memberikan 
bantuan di bidang search and rescue (SAR) terhadap 
awak pesawat ruang angkasa yang melakukan 
                                                          
25 Sumardi, Juajir, op.cit, Hal. 15 
26 Abdurasyid, Priyatna, 1999, Hukum Antariksa Nasional, Rajawali, Jakarta, Hal. 22 
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pendaratan di lautan bebas maupun di lokasi-lokasi yang 
tidak berada dalam jurisdiksi negara asal; 
3) Mengatur pengembalian awak pesawat tersebut dengan 
selamat dan segera ke negara peluncur langsung atau 
melalui perwakilannya; 
4) Mengatur Kewajiban setiap negara anggota yang 
memlikii jurisdiksi atas lokasi di mana benda (space 
objects) atau bagian-bagiannya ditemukan untuk 
mengambil langkah-langkah pengembaliannya ke 
negara atau organisasi peluncur. 
b. Convention on International Liability for Damage Caused by 
Space Objects, 28 Maret 1972. 
Konvensi ini mengatur tentang tanggung jawab internasional 
atas kerugian yang telah terjadi akibat peluncuran benda-
benda angkasa. Ditetapkan pula tata cara mengajukan serta 
penyelesaian tuntutan-tuntutannya secara garis besar. 
Konvensi ini mengformulasikan sistem tanggung jawab 
dengan tata cara kompensasi yang harus meliputi hal-hal 
sebagai berikut27: 
1) Memastikan adanya tanggung jawab negara peluncur 
atas kerugian yang ditimbulkan oleh benda-benda 
angkasa milik negara atau organisasi internasional; 
                                                          
27 Ibid, Hal. 23 
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2) Tata cara pembebasan para peluncur dari tanggung 
jawabnya yang mutlak itu (absolute liability) dari kerugian 
yang terjadi di permukaan bumi atau atas pesawat udara 
dalam penerbangan; 
3) Tata cara pengajuan tuntutan serta penyelesaiannya; 
4) Batas waktu pengajuan tuntutan. 
c. Convention Converning the Registration of Objects Launced 
into Outer Space for the Exploration and Use of Space, 
1975. 
Konvensi ini mengatur registrasi benda-benda angkasa yang 
akan diluncurkan ke ruang angkasa. Tujuan dari konvensi ini 
adalah: 
1) Membuat ketentuan untuk mendaftar objek-objek ruang 
angkasa oleh negara-negara peluncur; 
2) Menyediakan suatu daftar terpusat mengenai objek-
objek ruang angkasa yang akan ditetapkan serta diurus 
atas dasar kewajiban oleh PBB; 
3) Membuat ketentuan tentang cara-cara tambahan untuk 
membantu mengidentifikasi objek-objek ruang angkasa. 
d. Agreement Governing the Activities of State on the Moon 
and Other Celestial Bodies, 14 Desember 1979. 
Perjanjian ini mengatur eksplorasi dan pengaturan 
penggunaan bulan dan benda-benda langit lainnya oleh 
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negara-negara anggota. Pada perjanjian ini ditetapkan suatu 
pasal yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 9 
Space Treaty 1967. Hal ini dimaksudkan sehubungan 
dengan dimungkinkannya pencemaran di bulan dan benda 
langit lainnya akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasinya 
oleh negara-negara. Terhadap isi dari Pasal 7 ini adalah 
sebagai berikut28: 
1) Pasal 7 ayat 1: Menetapkan bahwa negara-negara 
anggota untuk tidak merusak dan melakukan kontaminasi 
dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi penggunaan 
bulan; 
2) Pasal 7 ayat 2: Menetapkan bahwa negara-negara 
anggota harus memberitahukan kepada Sekjen PBB 
mengenai tindakan yang diambil dalam melakukan 
kegiatan di bulan dan juga memberitahukannya bila akan 
menempatkan dan menggunakan bahan radiasi/radio aktif 
(nuklir); 
3) Pasal 7 ayat 3: Menetapkan bahwa dalam melakukan 
kegiatan di bulan suatu negara boleh memakai suatu 
daerah untuk kegiatan penelitian ilmiah. 
                                                          
28 Rudy, T. May, 2002, Hukum Internasional 2, Refika Aditama, Jakarta, Hal. 49. 
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Selain perjanjian di atas, terdapat pula beberapa perjanjian yang 
berkaitan dengan ruang angkasa, antara lain:29 
a. Treaty Banning Nuclear Weapons in the Atmosphere, in Outer 
Space and Under Water, 1963; 
b. Agreement Establishing the International Telecommunications 
Satellite Organisation (INTELSAT), 1971; 
c. Treaty on Limitation of Anti-ballistic Missile Systems between 
the United States and the Union of the Soviet Socialist 
Republics, 1972. 
d. Convention on International Maritieme Satellite Organisation 
(INMARSAT), 1979; 
e. Convention on the Prohibition of Military or Any other Hostile 
Use of Environmental Modification Technique, 1980; 
f. Principles Governing Direct Television Broadcasting, 1982; 
g. Principles Relating to Remote Sensing, 1986; 
h. Principles Relevant to the Uses of Nuclear Power Sources, 
1992; 
i. Declaration on International Coorperation for the Benefits, 
1996. 
3.  Komersialisasi Ruang Angakasa 
                                                          
29 Supriandhie, Anjar, Pengaruh Perkembangan Pemanfaatan Teknologi dan Hukum 
Antariksa terhadap Kepentingan Negara-Negara Berkembang, Warta LAPAN, Vol. 2 No. 
2 April 2002, LAPAN, Jakarta, Hal. 90 
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Komersialisasi ruang angkasa meliputi segala macam kegiatan 
yang berhubungan dengan ruang angkasa untuk memperoleh 
keuntungan ekonomis. Kegiatan komersial ini dilakukan baik oleh 
badan-badan pemerintah atau pun swasta, nasional, maupun 
internasional. 30 
Sejak peluncuran SPUTNIK I, hampir semua negara sedang 
menghadapi perubahan besar dalam arena keantariksaan. Daya 
pendorong munculnya perubahan ini ialah komersialisasi dari 
kemajuan teknologi antariksa yang berlangsung pada sejumlah 
negara-negara industri. Komersialisasi telah menciptakan kesempatan 
besar penggunaan teknologi antariksa untuk kebutuhan masyarakat 
dan untuk menciptakan industri-industri baru yang menguntungkan. 
Teknologi antariksa, terutama apabila diintegrasikan dengan teknologi 
komputer, mempunyai potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru 
yang sangat besar dan mendorong kegiatan ekonomi setiap negara.31 
Sektor-sektor yang telah memberikan kontribusi secara berarti 
dalam komersialiasasi antariksa ialah komunikasi satelit (satellite 
telecommunications), penginderaan jauh (remote sensing), 
transportasi antariksa (space transportation), aplikasi satelit 
penentuan posisi global (global positioning satellite applications), dan 
                                                          
30 Bahar, Wahyuni, 1998, Pertanggugjawaban Negara Terhadap Kegiatan Komersial di 
Ruang Angkasa, dalam Hukum Angkasa dan Perkembangannya, edisi E. Saefullah 
Wirapradja, et. al., Bandung: Remadja Karya CV, Hal. 165.  
31 Sitindjak, Alfred, “Perkiraan Perkembangan Komersialisasi Antariksa Global dengan 
Beroperasinya Stasiun Antariksa Internasional”, Warta LAPAN, Vol. 2 No.3 April 2000, 
LAPAN, Jakarta, Hal. 106. 
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fabrikasi dan pengolahan berbasis antariksa potensial (potential 
space-based manufacturing and processing). Kelima sektor ini dan 
sektor-sektor lain masih akan terus berkembang, mengingat potensi 
dan peran kemajuan antariksa cukup menjanjikan dalam kegiatan 
ekonomi dan kehidupan sosial dan budaya umat manusia.32 
 
4.  International Space Station (ISS) 
ISS merupakan proyek kerjasama Amerika Serikat, Rusia, 
Jepang, Kanada, Brazil, dan negara-negara anggota European Space 
Agency (ESA).33 Sesuai dengan kesepakatan di antara negara-negara 
tersebut, masing-masing negara mempunyai tanggung jawab sebagai 
berikut:34 
a. Amerika Serikat, bertanggungjawab dalam pengembangan dan 
pengoperasian elemen-elemen dan sistem-sistem utama ISS.  
b. Kanada, bertanggungjawab dalam membuat lengan robot 
dengan panjang 19 m yang digunakan untuk pemasangan dan 
pemeliharaan ISS.  
c. ESA, bertanggungjawab dalam membuat sebuah laboratorium 
yang diberi tekanan tetap tertentu (pressurized laboratory) dan 
wahana-wahana antariksa logistik.   
                                                          
32 Ibid. 
33 European Space Agency adalah organisasi antar pemerintahan yang didekasikan 
untuk eksplorasi luar angkasa yang didirikan pada tahun 1975.  Saat ini ESA 
beranggotakan 22 negara antara lain Austria, Belgia, Ceko, Denmark Estonia, Finlandia, 
Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, 
Polandia, Portugalm Romania, Spanyol, Swedia, Switzerland dan United Kingdom. 
34 Ibid., Hal. 114 
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d. Jepang, bertanggungjawab dalam membuat sebuah 
laboratorium yang berfungsi sebagai anjungan di luar tetapi 
tertambat pada ISS untuk keperluan berbagai eksperimen, dan 
juga wahana-wahana transportasi logistik.  
e. Russia, bertanggungjawab membuat 2 modul riset, tempat 
tinggal awak untuk awak pesawat (service module) yang 
dilengkapi dengan sistem-sistem penopang kehidupan dan 
pemukiman sebuah anjungan ilmiah berupa rangkaian 
penangkap tenaga surya (berkapasitas 20 kW tenaga listrik), 
wahana-wahana transportasi logistik, dan wahana antariksa 
Soyuz untuk pengangkutan awak pesawat antariksa ke dan dari 
ISS.  
f. Dalam perjanjian secara terpisah dengan Amerika Serikat, Italia 
membuat alat pengangkut logistik multi-purposes guna 
mengangkut peralatan dan memasok material ke ISS, Brasil 
bertanggungjawab dalam pembuatan external structure tanpa 
tekanan (unpressurized) discbut Express Pallet. Express Pallet 
adalah fasilitas yang berada di luar tetapi tertambat pada ISS 
untuk keperluan pelaksanaan berbagai eksperimen/penelitian 
(Space News, 2000).  
g. Hungaria, membuat sebuah dosimeter untuk mengukur radiasi 
di dalam ISS (UNCOPUOS, 2000).  
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Secara garis besar, ISS melaksanakan fungsi yang dapat 
dikelompokkan sebagai: (i) laboratorium di antariksa untuk keperluan 
eksperimen ilmiah, ilmu bahan, ilmu kehidupan, dan lain sebagainya, 
(ii) fasilitas untuk produksi bahan/material baru seperti kristal dengan 
tingkat kemurnian yang sangat tinggi dan semikonduktor, dan (iii) 
fasilitas pengamatan astronomi dan Bumi. 
Berdasarkan fungsi yang telah ditetapkan, ISS digunakan 
untuk:35 
a. Melanjutkan dan meningkatkan studi kristal protein yang telah 
dirintis pada saat-saat penerbangan Space Shuttle. Riset ini 
diharapkan, pada gilirannya, menuju studi yang dapat 
menemukan berbagai cara pengobatan kanker, diabetes, 
pembengkakan pada paru-paru dan kerusakan sistem 
kekebalan pada tubuh manusia.  
b. Riset untuk mengetahui pola-pola pembiakan jaringan organ-
organ tubuh manusia. Pola-pola pembiakan yang diperoleh 
melalui riset ini akan digunakan untuk menguji pengobatan-
pengobatan berbagai macam penyakit, seperti kanker, tanpa 
mempunyai akibat sampingan pada penderita.  
c. Riset tentang pengaruh gravitasi rendah yang berlangsung 
cukup lama terhadap manusia, seperti pembuluh darah, dan 
menyusutnya kepadatan tulang. Riset ini diharapkan dapat 
                                                          
35 Ibid., Hal. 115. 
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memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem-sistem 
yang ada dalam tubuh manusia dan penyebab-penyebab 
penyakit manusia di Bumi. Pemahaman ini sangat diperlukan 
untuk persiapan eksplorasi sistem tata surya dengan wahana 
antariksa berawak dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, 
studi-studi tentang pengaruh gravitasi terhadap tanaman, 
binatang dan fungsi dari sel-sel hidup juga dilakukan di ISS.  
d. Riset tentang api, fluida dan metal di antariksa (gravitasi yang 
sangat rendah) yang ditujukan untuk keperluan berbagai 
industri di Bumi.  
e. Riset tentang sifat alamiah antariksa yang ditujukan untuk 
mengetahui lingkungan antariksa dan kondisi-kondisi yang 
berlangsung di antariksa serta pengaruhnya terhadap bahan-
bahan (materials). Hasil riset ini akan sangat berguna dalam 
rancang bangun pesawat antariksa.  
f. Observasi bumi yang dapat mendukung inventarisasi sumber 
daya alam dan studi perubahan lingkungan dalam jangka 
panjang dan dalam skala besar, serta hal-hal yang 
mengakibatkan perubahan tersebut.  
g. Eksperimen komunikasi yang dapat meningkatkan sistem 
komunikasi (seperti komunikasi bergerak). 
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h. Eksperimen yang membuka jalan untuk perbaikan wahana 
antariksa yang sedang operasi dan mengalami kerusakan, 
serta perakitan wahana yang akan dioperasikan di antariksa.  
i. Komersialisasi riset antariksa dengan mengikutsertakan 
industri-industri dalam pelaksanaan eksperimen dan studi yang 
ditujukan untuk menciptakan produk dan jasa baru. Hasil riset 
ini akan memberikan manfaat, tidak hanya untuk menciptakan 
produk baru, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja baru 
yang menghasilkan produk baru tersebut.  
 
C.  Pengaturan Hukum Internasional mengenai Paten 
 1.  Pengertian Paten 
Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan undang-
undang diberikan kepada si pendapat/si penemu (uitvinder) atau 
menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya, atas dasar 
permintaannya yang diajukannya kepada penguasa, bagi temuan beru 
di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara 
kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, 
untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam 
bidang industri.36 
                                                          
36 Saidin, H. OK., 1995, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Rajagrafindo Persada, 
Jakarta, Hal. 226. 
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Hak itu bersifat istimewa (eksklusif) sebab hanya penemu yang 
menghasilkan invensi saja yang dapat diberikan hak, orang lain 
dilarang untuk mendayagunakan hasil penemuannya, terkecuali atas 
izinnya atau penemu sendiri yang melaksanakan invensinya. Hak 
istimewa ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, setelah itu hasil 
penemuannya menjadi milik umum. Dengan demikian, setiap hasil 
penemuan yang telah dipatenkan, penemunya akan mendapatkan hak 
monopoli untuk melaksanakan atau mendayagunakan hasil 
temuannya tersebut.37 
World Intellectual Property Organization (WIPO) memberi 
definisi paten sebagai berikut:38 
“A patent is legally enforceable right granted by virtue of a law 
to person to exlude, for a limited time, others from certain acts in 
relation to describe new invention; the previlege is gratned by a 
government authority as a matter of right to the person who is entitled 
to apply for it and who fulfils the prescribed condition”. 
Dari pengertian di atas dapat dikaji unsur penting paten, yaitu 
hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah untuk 
melaksanakan penemuan dan bersifat eksklusif. Untuk mendapatkan 
paten, suatu penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu, yaitu 
kebaruan (novelty), bisa dipraktikkan dalam industri (industrial 
                                                          
37 Ibid., Hal. 227 
38 WIPO, 1977,  Agreement Between the World Intellectual Property Organization and the 
WTO (1995) and TRIPs Agreement (1994), Geneva. 
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applicability), mempunyai nilai langkah inventif (inventive step), dan 
memenuhi syarat formal.39 
Paten diberikan bagi penemuan dalam bidang teknologi. Yang 
dimaksud dengan teknologi pada dasarnya adalah berupa ide 
(inmateriil) yang diterapkan dalam proses industri. Dengan demikian, 
paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan (invensi) di bidang 
teknologi, yang setelah diolah dapat menghasilkan suatu produk 
maupun hanya merupakan proses saja, kemudian bila didayagunakan 
akan mendatangkan manfaat ekonomi. Inilah yang mendapat 
perlindungan hukum.40 
Ciri khas dari sesuatu yang dapat dipatenkan adalah adanya 
kandungan pengetahuan yang sistematis, yang dapat 
dikomunikasikan, yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan 
masalah atau kebutuhan manusia yang timbul dalam industri, 
pertanian atau perdagangan. Berarti pengertian teknologi di sini 
adalah pengetahuan yang sistematis, artinya terorganisir dan dapat 
memberikan penyelesaian masalah. Kemudian pengetahuan itu harus 
ada di suatu tempat, dalam bentuk tulisan atau dalam pikiran orang 
dan harus diungkapkan atau dapat diungkapkan sehingga dapat 
dikomunikasikan dari orang yang satu ke orang yang lainnya. 
                                                          
39 Purwaningsih, Endang, Op.cit., Hal. 27 
40 Ibid. 
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Pengetahuan itu mesti terarah pada suatu hasil, yakni memberikan 
manfaat pada industri, pertanian, atau perdagangan.41 
Pengetahuan dimaksud tidak hanya menghasilkan suatu 
produk belaka, tetapi bisa saja penemuan proses yang berkaitan 
dengan teknologi, artinya penemuan yang dapat dipatenkan tidak 
harus merupakan hasil produk. 
Paten mempunyai objek terhadap temuan atau invensi atau 
juga disebut invention dalam bidang teknologi yang secara praktis 
dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian. Pengertian industri 
disini bukan saja terhadap industri tertentu akan tetapi dalam arti 
seluas-luasnya termasuk di dalamnya hasil perkembangan teknologi 
dalam bidang pertanian, industri bidang teknologi peternakan, dan 
bahkan industri dalam bidang teknologi pendidikan. 
Menurut Strasbourg Agreement objek paten dibagi dalam 8 
seksi sebagai berikut: 
a. Kebutuhan Manusia (human necessities) 
1) agraria (agriculture); 
2) bahan-bahan makaan dan tembakau (foodstuffs and 
tobaco); 
3) barang-barang perseorangan dan rumah tangga 
(personal and domestic articles); 
                                                          
41 Sentosa, Sembiring, 2002,  Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan 
Perundang-undangan,  Yrama Widya, Bandung, Hal. 64. 
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4) kesehatan dan hiburan (health and amusement). 
b. Melaksanakan Karya (performing operations) 
1) memisahkan dan mencampurkan (separating and 
mixing); 
2) pembentukan (shaping); 
3) pencetakan (printing); 
4) pengangkutan (transporting). 
c. Kimia dan Perlogaman (chemistry and metallurgy) 
1) kimia (chemistry); 
2) perlogaman (metallurgy). 
d. Pertekstilan dan Perkertasan (textiles and paper) 
1) pertekstilan dan bahan-bahan yang mudah melentur 
dan sejenis (textiles and flexible materials and other-
wise provided for); 
2) perkertasan (paper). 
e. Konstruksi Tetap (fixed construction) 
1) Pembangunan gedung (building); 
2) Pertambangan (mining). 
f. Permesinan (mechanical engineering) 
1) Mesin-mesin dan pompa-pompa (engins and pumps); 
2) Pembuatan mesin pada umumnya (engineering in 
general); 
3) Penerangan dan pemanasan (lighting and heating). 
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g. Fisika (physics) 
1) instrumentalia (instruments); 
2) kenukliran (nucleonics). 
 
2.  Ruang Lingkup Perlindungan Paten 
Pada hakikatnya, sebuah penemuan dapat diberi paten bila 
memenuhi persyaratan yaitu kebaruan (novelty), mengandung 
langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. 
Kebaruan merupakan ciri mutlak suatu invensi. Suatu  
invensiakan dikatakan baru bila suatu invensi tersebut belum ada 
sebelumnya apda saat dimohonkan patennya. Dengan kata lain, jika 
ternyata invensi tersebut sudah diungkapkan sebelumnya, invensi 
tersebut bukan lagi suatu invensi yang dianggap baru, sehingga 
dengan sendirinya tidak dapat dipatenkan berhubung tidak memenuhi 
persyaratan sebagai suatu invensi yang baru. 
Persyaratan yang kedua yaitu invensi yang baru tersebut harus 
mengandung langkah inventif. Suatu invensi dikatakan mengandung 
langkah inventif apabila invensi tersebut merupakan hal yang tidak 
dapat diduga sebelumnya. 
Persyaratan yang ketiga yaitu invensi dapat diterapkan dalam 
industri. Invensi dapat diberi paten jika invensi tersebut dapat 
diterapkan atau digunakan dalam praktek atau dengan kata lain 
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invensi tersebut dapat didayagunakan secara berulang0ulang atau 
praktis dalam skala ekonomis bagi dunia industri dan perdagangan. 
Jika invensi tersebut merupakan produk, produknya harus dapat 
diproduksi secara massal dengan kualitas yang sama dan jika invensi 
tersebut merupakan proses, prosesnya juga harus dapat dijalankan 
atau dilaksanakan. 
Selain ketiga syarat tersebut di atas, suatu invensi juga harus 
termasuk dalam salah satu dari yang berikut ini:42 
a. Proses: merupakan sebuah tindakan atau sarangkaian tindakan 
yang dilakukan terhadap suatu bahan untuk diubah dan 
ditambah atau dikurangi menjadi menda lain. Misalnya, 
perlindungan paten bisa diberikan pada proses baru atau 
proses yang dikembangkan untuk memproduksi produk yang 
sudah ada. 
b. Mesin: sebuah alat yang mempunyai suk cadang yang relatif 
bisa digerakkan dan yang bisa melaksanakan fungsi baru dan 
berguna untuk operasi. 
c. Benda-benda produksi: benda-benda nyata selain mesin atau 
komposisi bahan yang dibuat oleh manusia dan sifatnya tidak 
sama. 
d. Komposisi benda: mencakup kombinasi fisik atau kimia dari 
dua bahan atau lebih untuk memproduksi campuran atau 
                                                          
42 Purwaningsih, Endang, Op.cit., Hal. 183. 
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senyawa. Memungkinkan untuk mendapatkan perlindungan 
atas larutan, benda padat atau gas. Bahan-bahan kimia baru, 
plastik atau campuran obat termasuk dalam kategori ini. 
 
3.  Jangka Waktu Perlindungan Paten 
Perlindungan hukum terhadap invensi yang dipatenkan 
diberikan untuk jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu tertentu, 
penemunya dapat melaksanakan sendiri invensinya atau 
menyerahkan kepada orang lain untuk melaksanakan, baru setelah itu 
invensi yang dipatenkan terseut berubah menjadi milik umum atau 
berfungsi sosial. Jangka waktu perlindungan hukum terhadap paten ini 
dicantumkan dalam Pasal 33 TRIPs Agreement yang menyatakan 
jangka waktu perlindungan yang tersedia tidak boleh berakhir sebelum 
habisnya suatu periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari tanggal 
penerimaan.43  
 
4.  Beberapa Konvensi Internasional tentang Paten 
a. Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property) 
                                                          
43 Purba, Achmad Zen Umar, 2005, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni, 
Bandung, Hal. 71. 
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Konvensi Paris mengatur tentang hak milik perindustrian yang 
ditangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883 dan telah 
dilakukan beberapa kali revisi dan penyempurnaan-
penyempurnaan. Yang menjadi objek perlindungan hak milik 
perindustrian menurut Konvensi ini adalah patent, utility models 
(model dan rancang bangun), trade names (nama 
niaga/dagang), indication of source or appelation of origin 
(indikasi dan sebutan asal). Ketentuan-ketentuan Konvensi 
Paris adalah sebagai berikut44: 
1) Penanganan nasional atau asimilasi nasional yang 
mengatur bahwa sejauh berkaitan dengan milik industrial, 
setiap anggota harus memberikan perlindungan yang 
sama kepada warga negara dari negara anggota lain 
sebagaimana ia berikan kepada warga negaranya sendiri. 
Penanganan seperti ini dikenal dengan principle of 
national treatment. 
2) Penggunaan hak prioritas atas dasar permintaan 
pendaftaran pertama di negara anggota, pemohon dapat 
di dalam periode tertentu 6 atau 12 bulan meminta 
perlindungan seolah-olah didaftarkan pada hari yang 
sama pada permintaan pertama, untuk hal menyangkut 
paten, alat dan hasil produksi, serta lain-lain yang 
                                                          
44 Purwaningsih, Endang, Op.cit., Hal. 53. 
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ditentukan, Khusus atas paten bukan di negara anggota, 
diberlakukan asas principle of independence, artinya 
pemberian paten di suatu negara tidak mewajibkan 
negara lain memberikan paten, Inti pengertian prioritas 
adalah menggunakan tanggal penerimaan permintaan 
pendaftaran atau filing date. 
b. Perjanjian Kerja Sama Paten (Patent Coorperation Treaty) 
Patent Coorperation Treaty (PCT) didirikan pada tanggal 19 
Juni 1970 di Washington dalam suatu konferensi pada diplomat 
dari 78 negara dan 22 organisasi internasional. PCT telah 
diubah 2 kali yaitu pada tahun 1979 dan tahun 1984. Terhitung 
sejak tanggal 1 Januari 1988 sebanyak 40 negara telah 
menyatakan tunduk kepada PCT.45 
Tujuan utama dari PCT adalah untuk mengajukan permohonan 
secara internasional paten dari warga negara atau para 
penduduk dari suatu negara peserta konvensi ini. PCT 
mengadakan sistem permohonan internasional dan publikasi 
internasional, pemeriksaan permulaan internasional atas setiap 
permohonan paten yang lebih berdaya guna, hemat dan 
sederhana, jika perlindungan itu dikehendaki secara 
                                                          
45 H. OK. Saidin, Op.cit., Hal. 311 
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internasional. Lebih spesifik lagi, hasil utama dari traktat paten 
ini meliputi:46 
1) Penyederhanaan persyaratan untuk memperoleh tanggal 
penerimaan permohonan paten; 
2) Harmonisasi persyaratan yang mungkin diminta oleh 
kantor-kantor nasional sehubungan dengan bentuk dan isi 
pendaftaran; 
3) Kemungkinan bagi pemilik dan pemohon untuk 
melaksanakan tata cara administratif tertentu tanpa 
perwakilan; 
4) Penyederhanaan tata cara untuk pengalihan kepemilikan; 
5) Kemungkinan perpanjangan waktu prioritas menurut 
kondisi tertentu, dan; 
6) Tersedianya mekanisme yang lebih baik untuk menghindari 
hilangnya hak atas paten. 
Sistem permohonan internasional menurut PCT adalah sebagai 
berikut. PCT akan membuat suatu badan penelitian 
internasional, akan tetapi karena badan tersebut belum ada, 
maka untuk sementara PCT menunjuk kantor urusan paten 
yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian. 
Kantor-kantor yang telah memenuhi syarat adalah, kantor paten 
di Rusia, Jepang, Swedia, dan Amerika Serikat. Hasil penelitian 
                                                          
46 Sutedi, Adrian, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 80. 
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dari kantor paten tersebut dikirimkan kepada pemohon dan Biro 
Internasional yang akan mengirim pengiriman laporan kepada 
kantor paten dari negara yang ditunjuk. PCT akan memberikan 
tahap kedua, yaitu pemeriksaan permulaan internasional. Pada 
tahap ini suatu penemuan akan diperiksa, apakah bersifat 
inventif dan dapat diterapkan dalam kegiatan industri.47 
c. Konvensi Strasbourg 
Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sesuatu yang baru, 
sejumlah negara merasa perlu untuk mendapatkan suatu 
sistem klasifikasi yang diterima secara internasional untuk 
paten, modal utilitas, dan sertifikat penemuan. Pada tahun 1954 
Dewan Eropa membuat suatu konvensi yang berhubungan 
dengan klasifikasi tersebut akan tetapi Dewan Eropa tidak 
mempunyai sarana yang cukum untuk menjaga agar klasifikasi 
tersebut tetap mutakhir. Oleh karena itu dianggap baik agar 
klasifikasi itu diatur oleh WIPO.48 
Konvensi Strasbourg atau lengkapnya Strasbourg Agreement 
Concerning The International Patent Classification merupakan 
hasil konferensi negara-negara di Strasbourg pada bulan Maret 
tahun 1971 yang membahas tentang klasifikasi paten tersebut. 
Konvensi ini terbuka pada semua anggota Konvensi Paris, 
sedang penyelenggaraan administrasinya ditangani oleh WIPO 
                                                          
47 Saidin, H. OK., Op.cit., Hal. 311-312 
48 Ibid. 
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yang telah berperan menunjang pelaksanaan Konvensi Paris 
sejak tahun 1967.49 
d. Konvensi Budapest 
Konvensi ini dibuat pada tahun 1977 dan kemudian diubah 
pada tahun 1980. Konvensi ini berkaitan dengan paten-paten 
yang mencakup penggunaan jasad renik baru. Persoalan bagi 
seorang penemu adalah jika ingin mendapatkan perlindungan 
internasional, ia harus memasukkan contoh dari jasad renik 
yang bersangkutan di negara yang dimintakan perlindungan. 
Masalah ini yang dipecahkan oleh konvensi Budapest yang 
memberikan kemungkinan untuk melakukan pemasukan 
(deposit) tunggal jasad renik tersebut kepada badan 
penyimpanan (depository) internasional.50 
e. Konvensi Paten Eropa 
Konvensi ini dibuat pada tahun 1973 dan berlaku di 13 negara. 
Tujuannya adalah menciptakan paten Eropa yang dapat 
diperoleh berdasarkan sebuah permohonan dan berlaku 
dengan menerapkan persyaratan yang sama seperti paten 
nasional di negara di mana perlindungan itu dimintakan. Hal ini 
berarti paten Eropa merupakan himpunan paten nasional. 
                                                          
49 G. Kartasapoetra, et.al.,1990, Konvensi-Konvensi Internasional tentang Paten, Pionir 
Jaya, Bandung, Hal. 92. 
50 Saidin, H. OK. Op.cit., Hal. 313. 
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Permohonannya harus diajukan kepada kantor paten Eropa di 
Munich atau cabangnya di Den Haag.51 
f. Trade-Related Apects of Intellectual Property Rights (TRIP’s) 
Isi dari perjanjian TRIP’s sesungguhnya berpedoman pada 
perjanjian-perjanjian yang mengatur mengenai perlindungan 
atas HKI yang relevan seperti Konvensi Paris, Konvensi Berne, 
Konvensi Roma dan Washington Treaty bahkan mewajibkan 
para negara anggotanya untuk meratifikasi konvensi-konvensi 
tersebut. Penambahan dilakukan dalam masalah teknis dan 
mekanisme penyelesaian sengketa. Jika di WIPO, a dispute 
among private companies istreated as a dispute among them 
sedangkan di WTO a dispute among private companies (can 
be) treated as a dispute among their countries. Sehingga di 
dalam TRIP’s sengketa dagang antar perusahaan dapat diambil 
alih oleh negara yang bersangkutan dan WTO berhak 
menjatuhkan sanksi berdasarkan argumentasi negara-negara 
yang bersengketa.  
TRIP’s ini dimaksudkan sebagai standar minimal perlindungan 
HKI dengan kata lain setiap negara dapat menerapkan 
peraturan yang lebih dari yang diharuskan tetapi tidak boleh 
kurang dari standar. Pemberlakuan perjanjian ini juga tidak 
boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam 
                                                          
51 Ibid. 
 54 
perjanjian ini. Selain itu negara anggota juga harus 
memberlakukan prinsip-prinsip umum WTO dalam perlindungan 
terhadap HKI. Prinsip-prinsip tersebut terdapat dalam BAB I 
(Pasal 1-8) TRIP’s52. Prinsip-prinsip tersebut adalah : 
1) Ketentuan Free to Determine 
Para anggota diberikan kebebasan untuk menentukan cara-
cara penerapan TRIP’s yang lebih spesifik berdasarkan 
kebijakan nasionalnya tetapi tidak boleh bertentangan 
dengan ketentuan yang berlaku. 
2) Ketentuan Intellectual Property Convention 
Ketentuan yang mengharuskan para anggotanya untuk 
meratifikasi konvensi-konvensi internasional di bidang HKI. 
3) Ketentuan National Treatment 
Setiap negara anggota harus memberikan perlindungan 
yang sama bukan hanya kepada warga negaranya tetapi 
kepada warga negara lain. 
4) Ketentuan Most-Favoured Nation Treatment atau 
nondiscrimination  
Yaitu tidak adanya pembedaan antar sesama negara 
anggota. 
Tujuan dari TRIP’s sendiri dapat dilihat pada Pasal 7 yaitu : 
                                                          
52 Official website WTO, http://www.wto.org/trade_related_intellectual_property, diakses  
pada Senin, 9 November 2015 pada  pukul 16.00 WITA. 
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“contribute to the promotion of technology, to the mutual 
advantage of producers and users of technological 
knowledge and in a manner conductive to social and 
economic welfare, and to a balance of rights and 
obligations” 
 
Yang diartikan bahwa perlindungan dan penegakan hukum 
atas HKI ditujukan untuk memacu penemuan baru di bidang 
teknologi dan memperlancar alih serta penyebaran teknologi 
secara seimbang dan dilakukan dengan cara yang 
menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta 
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
g. Patent Law Treaty (PLT 2000) 
Hasil utama dari traktat paten ini meliputi: 
1) Penyerdehanaan persyaratan untuk memperoleh tanggal 
penerimaan permohonan paten; 
2) Harmonisasi persyaratan yang mungkin diminta oleh 
kantor-kantor nasional, sehubungan dengan bentuk dan 
isi pendaftaran; 
3) Kemungkinan bagi pemilik dan pemohon untuk 
melaksanakan tata cara administratif tertentu tanpa 
perwakilan; 
4) Penyederhanaan tata cara untuk pengalihan kepemilikan; 
5) Kemungkinan perpanjangan waktu prioritas menurut 
kondisi tertentu; 
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6) Tersedianya mekanisme yang lebih baik untuk 
menghindari hilangnya hak atas paten. 
 
5.  Peraturan mengenai Paten di Ruang Angkasa oleh Negara 
Anggota ISS 
 Beberapa tahun terakhir perlindungan hak kekayaan intelektual 
sehubungan dengan kegiatan ruang angkasa menjadi semakin luas. 
WIPO menyatakan bahwa kegiatan ruang angkasa semakin bergeser 
dari kegiatan milik negara menjadi kegiatan milik privat dan komersial. 
Kegiatan ini meliputi remote sensing, direct broadcasting, penelitian 
dan pengolahan di lingkungan gravitasi rendah.53 
 Alasan lain mengapa kekayaan intelektual menjadi isu dalam 
beberapa tahun terakhir berkaitan dengan globalisasi kegiatan ruang 
angkasa yaitu semakin banyak kegiatan ruang angkasa yang 
dioperasikan dibawah kerjasama internasional yang melibatkan pihak 
dari berbagai negara. Akibatnya, ada kebutuhan terhadap hukum 
internasional yang sederhana, seragam dan dapat diandalkan. 
Kurangnya rezim hukum internasional yang dapat diandalkan 
menuntut para pihak untuk menegosiasikan klausul hak kekayaan 
intelektual dalam setiap perjanjian kerjasama internasional, misalnya 
mengenai isu tentang kepemilikan, hak penggunaan, hak distribusi 
                                                          
53 Official Website WIPO, http://www.wipo.int/export/sites/www/patent-
law/en/developments/pdf/ip_space.pdf, diakses pada Rabu, 18 November 2015 pukul 
10.40 WITA. 
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dan lisensi data, serta informasi mengenai kerahasiaan dan 
perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual. Kurangnya 
kepastian hukum akan mempengaruhi kemajuan penelitian di ruang 
angkasa. Kerangka hukum yang adil sangat diperlukan untuk 
mendorong partisipasi sektor privat di bidang ini. 
 Dalam 105 of 35 USC (2003) Amerika Serikat telah mengatur 
mengenai paten di ruang angkasa: 
any invention made, used or sold in outer space on board a 
spacecraft that is under the jurisdiction or control of the USA is 
considered to be made, used or sold on US territory, except 
where an international agreement has been concluded that 
states otherwise. 
 Dalam pasal tersebut dijelaskan setiap penemuan yang dibuat, 
digunakan atau dijual dalam pesawat ruang angkasa di ruang 
angkasa berada di bawah yurisdiksi atau kontrol dari Amerika Serikat 
dianggap dibuat, digunakan atau dijual dalam teritorial Amerika, 
kecuali terdapat perjanjian internasional telah menyimpulkan 
pernyataan yang sebaliknya. Selain Amerika Serikat, Jerman telah 
memodifikasi hukum patennya sebelum penandatanganan 
Intergovernmental Agreement on the ISS (IGA) untuk memastikan 
hukum paten negaranya dapat diaplikasikan pada penemuan yang 
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dibuat di pesawat antariksa yang terdaftar pada European Space 
Agency.54 
 Dalam French Law on Space Operations 2008, Perancis juga 
mengamandemen hukum patennya dengan aturan yang mirip dengan 
US Patents in Space Act. Negara lain yang juga memiliki aturan yang 
dapat digunakan untuk masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di 
ruang angkasa yaitu negara Rusia dalam Pasal 16 Russian Law on 
Space Activities merujuk kepada aturan hukum perdata nasionalnya 
yang berkaitan dengan HKI yang dapat digunakan untuk memberikan 
perlindungan terhadap penemuan teknologi ruang angkasa. Aturan ini 
tidak secara eksplisit menyatakan bahwa teknologi ini diproduksi di 
ruang angkasa, tetapi tidak menutup kemungkinan teknologi tersebut 
diproduksi di ruang angkasa.55 
 Berkaitan dengan kegiatan ilmiah dan teknologi di ruang 
angkasa perlu diperhatikan kemungkinan adanya polusi di lingkungan 
ruang angkasa dan perlindungan terhadap situs-situs penting yang 
ada di ruang angkasa. Pasal 2 Liability Convention 1972 memuat 
ketentuan “A launching state shall be absolutely liable to pay 
compensation for damage caused by its space object on the surface 
of the earth or to aircraft in flight”. Ketentuan ini menyatakan bahwa 
                                                          
54Official Website ESA, http://m.esa.int/About_Us/Law_at_ESA/Intellectual_Property-
Rights/Patents_and_space-related_inventions, diakses pada Senin, 23 November 2015 
pukul 10.46 WITA. 
55 Dunk, Frans von der, 2015, Handbook of Space Law, Edward Elgar Publishing, 
Hal.984 
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negara peluncur harus mengganti kerugian secara mutlak atas 
kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh benda angkasa yang 
diluncurkannya apabila ia jatuh di permukaan bumi atau menimpa 
pesawat udara yang sedang dalam penerbangan. Dengan kata lain, 
Liability Convention tidak mengatur mengenai tanggung jawab atas 
kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan di ruang angkasa. 
 Sesuai dengan prinsip common heritage of mankind, 
perlindungan terhadap lingkungan ruang angkasa merupakan suatu 
hal yang penting sehingga perlu dibentuk ketentuan khusus agar 




A. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul yang diajukan oleh penulis yaitu analisis 
mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penemuan Teknologi 
Baru di Ruang Angkasa ditinjau dari International Space Station 
Intergovernmental Agreement, maka penulis akan melakukan studi 
kepustakaan yang bertempat di Perpustakaan Hukum Universitas 
Hasanuddin, Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Perpustakaan 
Provinsi Sulawesi Selatan, serta melakukan penelitian melalui situs-
situs internet untuk melengkapi informasi yang diperlukan. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam 
penelitian ini meliputi: 
1) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang 
mengikat seperti konvensi internasional. 
2) Bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian dan berbagai 
literatur yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 
metode studi kepustakaan (library research), yang ditujukan untuk 
memperoleh data-data dan informasi-informasi sekunder yang 
dibutuhkan dan relevan dengan penelitian yang bersumber dari buku-
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buku, jurnal, makalah, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti 
data-data terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan. 
Metode studi pustaka ini digunakan untuk memperoleh informasi 
ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori dan konsep 
yang relevan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan 
perlindungan hukum terhadap penemuan teknologi baru di ruang 
angkasa. 
D. Analisis Data  
 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan-
bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari 
buku-buku dan literatur-literatur lain yang terkait dengan 
permasalahan mengenai kegiatan keruangangkasaan dan paten. Data 
yang diperoleh penulis atau yang dikumpulkan dalam penelitian 
merupakan data yang sifatnya kualitatif maka analisis data yang 
digunakan adalah analisis kualitatif, setelah data tersebut terkumpul 
dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalis 
secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar 
pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat 





A. Status Hukum Intergovermental Agreement dalam Hukum 
Perjanjian Internasional 
Sebuah perjanjian dapat dikategorikan sebagai perjanjian 
internasional sebagaimana dimaksud dalam Vienna Convention on 
The Law of Treaties (VCLT 1969) bila memenuhi unsur-unsur yang 
terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 paragraf a VCLT 1969 yang berbunyi: 
an international agreement concluded between States in written 
form and governed by international law, whether embodied in a 
single instrument or in two or more related instruments and 
whether its particular agreements  
Unsur-unsur tersebut adalah (a) merupakan perjanjian yang 
dilakukan antar negara, (b) merupakan perjanjian tertulis, (c) diatur 
berdasarkan hukum internasional, (d) baik dibuat didalam satu 
instrumen atau lebih tetapi masih terkait, (e) apapun nama 
perjanjiannya.  
Terkait dengan IGA 1998, perjanjian ini merupakan perjanjian 
yang dilakukan antara pemerintah Kanada, Jepang, Rusia, Amerika 
Serikat, dan negara anggota European Space Agency yaitu Belgia, 
Denmark, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Norwegia, Inggris, 
Swiss, Spanyol, Swedia. Dalam Pasal 1 Konvensi Montevido 1933, 
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syarat untuk dikatakan sebagai negara yaitu memiliki populasi yang 
permanen, memiliki wilayah, adanya pemerintahan yang berdaulat, 
serta adanya kemampuan untuk melakukan hubungan internasional. 
Berdasarkan kriteria ini, negara-negara tersebut sebagai pihak yang 
menandatangani IGA 1998 telah memenuhi persyaratan sebagai 
negara. Dengan demikian, unsur pertama yang harus dipenuhi oleh 
sebuah perjanjian agar dapat dikatakan sebagai perjanjian 
internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 para. a 
VCLT 1969 yakni dibuat antar negara telah terpenuhi oleh IGA 1998. 
Mengenai pembuatan perjanjian antar negara, suatu negara 
diwakili oleh pejabat negara yang berwenang untuk menandatangani 
perjanjian. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 29 Januari 
1998 di Washington oleh 15 negara yang terlibat dalam proyek ISS 
ini. 
Unsur kedua berdasarkan Pasal 2 ayat 1 (a) VCLT 1969 ialah 
harus merupakan perjanjian tertulis. IGA 1998 merupakan perjanjian 
yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang berisi 28 Pasal. IGA 
1998 ditutup dengan tandatangan oleh para pihak. Dengan demikian 
unsur kedua sebagai perjanjian internasional pun telah dipenuhi oleh 
IGA 1998. 
Unsur ketiga agar dapat dikategorikan sebagai perjanjian 
internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 (a) VCLT 
1969 ialah bahwa perjanjian tersebut diatur berdasarkan hukum 
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internasional. Parameter tentang “governed by international law” 
merupakan elemen yang sering menimbulkan kerancuan dalam 
memahami perjanjian internasional, tidak hanya di kalangan praktisi 
namun juga akademisi. Dalam pembahasan tentang Konvensi Wina 
1969, Komisi Hukum Internasional (International Law Committee) 
yang merancang Konvensi tersebut merasakan rumitnya pengertian 
“governed by international law”. Komisi ini mengatakan bahwa suatu 
dokumen adalah “governed by international law” apabila memenuhi 
dua elemen, yaitu:56 
1) Adanya maksud untuk menciptakan kewajiban dan 
hubungan hukum (Intended to create obligations and legal 
relations.)  There may be agreements whilst concluded 
between States but create no obligation and legal relations.  
2) Tunduk pada rezim hukum internasional (...Under 
International Law). There may be agreements between 
States but subject to the local law of   law 
IGA 1998 mengandung kewajiban-kewajiban internasional. 
Misalnya diatur bahwa semua negara partner wajib mendaftarkan 
benda angkasa yang akan diluncurkan (space objects) berdasarkan 
Registration Convention 1975. IGA 1998 juga mengatur bahwa 
sesuai dengan Outer Space Treaty, setiap manusia (person) dan 
benda angkasa yang diluncurkan  tersebut merupakan yurisdiksi 
                                                          
56 ILC Draft and Commentary on the Law of Treaties, AJIL, Vol. 61, 1967. 
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negara peluncur. Kewajiban yang timbul dalam bidang hukum yang 
merujuk pada Registration Convention 1975 sebagaimana ditentukan 
dalam IGA 1998 merupakan bukti bahwa IGA 1998 diatur 
berdasarkan hukum internasional. Dengan demikian IGA unsur 
ketiga yakni peranjian diatur berdasarkan hukum internasional 
sehingga dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional 
berdasarkan VCLT 1969 telah terpenuhi. 
Unsur selanjutnya dari Pasal 2 ayat 1 (a) VCLT 1968 adalah 
bahwa perjanjian internasional dapat berupa perjanjian yang termuat 
dalam sebuah instrument ataupun lebih dari satu instrument selama 
instrumen-instrumen tersebut saling berkaitan, mengenai hal yang 
sama dan terdapat kejelasan para pihaknya. Terkain IGA 1998, 
perjanjian ini merupakan perjanjian yang dibuat dalam satu 
instrumen. 
Unsur selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat 1 (a) VCLT 1969 
ialah “apapun nama instrumennya”. Bentuk dan nama perjanjian 
internasonal dalam prakteknya cukup beragam, antara lain: treaty, 
convention, agreement, memorandum of understanding, protocol, 
charter, declaration, final act, arrangement, exchange of notes, 
agreed minutes, summary records, process verbal, modus vivendi, 
dan letter of intent. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian 
menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut 
memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun 
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demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak 
dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian 
internasional. Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi 
perjanjian internasional, pada dasarnya menunjukkan keinginan dan 
maksud para pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak.57 
IGA 1998 merupakan salah satu perjanjian multilateral yaitu 
disepakati oleh lebih dari dua negara yang berbentuk agreement. 
Agreement adalah suatu perjanjian internasional yang lebih bersifat 
teknis atau administratif dengan substansi yang lebih kecil 
lingkupnya jika dibandingkan dengan materi yang diatur dalam treaty 
atau convention.58 
Berdasarkan uraian ini, seluruh unsur Pasal 2 ayat 1 (a) VCLT 
1969 telah dipenuhi oleh IGA 1998 maka dapat dikategorikan 
sebagai perjanjian internasional. 
Perjanjian internasional atau yang kerap disebut dengan traktat 
mewakili material yang penting dari hukum internasional. Nilai 
pentingnya tersebut makin bertambah. Pengaruh dari suatu traktat 
dalam memberi arahan kepada pembentukan kaidah-kaidah hukum 
internasional bergantung pada sifat hakikat perjanjian internasional 
yang bersangkutan. Dari sifat hukumnya terdapat dua macam 
                                                          
57 Mauna, Boer, 2011, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era 
Dinamika Global, Bandung: Alumni, Hal. 89 
58 Agusman, Damos Dumoli, 2014, Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan 
Praktik Indonesia, Bandung: Refika Aditama, Hal. 32 
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perjanjian internasional:59 
1) Perjanjian Internasional yang membuat hukum (Law Making 
Treaties)  
Perjanjian internasional yang termasuk law making treaties 
merupakan sumber hukum langsung. Law making treaties 
diartikan sebagai perjanjian yang meletakkan ketentuan 
atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai 
keseluruhan. Seperti Outer Space Treaty, Rescue 
Agreement, Liability Convention, dan Registration 
Convention. Law making treaties selalu terbuka bagi pihak 
lain yang sebelumnya tidak turut serta karena yang diatur 
dalam perjanjian ini adalah suatu hal yang umum mengenai 
semua anggota masyarakat internasional. 
2) Perjanjian Internasional berupa Kontrak (Treaty Contracts) 
Perjanjian Internasional berupa kontrak (treaty contracts), 
yaitu misalnya perjanjian yang dibuat antara dua atau 
hanya beberapa negara, yang berkenaan dengan suatu 
pokok permasalahan khusus secara eksklusif menyangkut 
negara-negara ini. Treaty Contracts ini tidak secara 
langsung menjadi sumber hukum internasional, namun 
dapat menjadi hukum yang khusus diantara peserta atau 
                                                          
59 Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, 
Bandung: PT Alumni, Hal. 122 
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para penandatangan perjanjian internasional.60 
Dari penjelasan mengenai law making treaty dan treaty 
contract, maka dapat disimpulkan bahwa IGA 1998 termasuk ke 
dalam jenis perjanjian internasional yang bersifat treaty contract 
karena hanya mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur 
hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan khusus antara pihak 
yang mengadakan saja, sehigga dengan demikian hanya berlaku 
khusus bagi para peserta perjanjian yang disebutkan dalam 
Pembukaan IGA 1998. Pihak-pihak yang tidak disebutkan di bagian 
Pembukaan tersebut tidak dapat turut serta dalam perjanjian ini. 
Pada sisi lain jika ditinjau dari segi yuridis, setiap perjanjian baik 
yang dinamakan law making treaty maupun treaty contract pada 
dasarnya menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau 
kewajiban bagi para negara. Walaupun merupakan hukum yang 
khusus dan hanya mengikat di antara para pihak yang membuatnya, 
namun treaty contract juga dapat memberi arahan kepada 
perumusan ketentuan hukum internasional melalui pemberlakuan 
prinsip-prinsip yang mengatur perkembangan kaidah kebiasaan 
dengan memperhatikan tiga hal sebagai berikut:61 
1) Serangkaian traktat yang menetapkan aturan yang sama 
secara berulang-ulang dapat membentuk suatu prinsip 
hukum kebiasaan internasional yang maksudnya sama.    
                                                          
60 Starke, J.G. 1992. Pengantar Hukum Internasional Jilid I, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 
55 
61 Ibid., Hal. 56-57 
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2) Mungkin saja terjadi dengan sebuah perjanjian 
internasional yang pada mulanya dibentuk hanya di antara 
sejumlah peserta terbatas kemudian kaidah yang dimuat 
dalam perjanjian internasional itu digeneralisir dengan 
adanya penerimaan atau dipakai contoh sebagai kaidah 
yang berdiri sendiri.    
3) Suatu perjanjian internasional dapat dianggap mempunyai 
nilai pembukti (evidentiary value) mengenai adanya suatu 
kaidah yang dikristalisasikan menjadi hukum melalui proses 
perkembangan yang berdiri sendiri.    
 
B.  Paten dalam International Space Station Intergovernmental 
Agreement 1998 
International Space Station Intergovermental Agreement (IGA 
1998) yang ditandatangani oleh negara-negara yang tergabung dalam 
Space Station Project pada 29 Januari 1998 mengatur mengenai 
kekayaan intelektual di mana paten termasuk di dalamnya. Dalam 
Pasal 21.1, perjanjian ini medefinisikan kekayaan intelektual menurut 
Konvensi WIPO. Kekayaan intelektual dalam Pasal 2 Konvensi WIPO 
meliputi: 
1) Karya-karya kesusasteraan, kesenian dan ilmu 
pengetahuan (literary, artistic and scientific works). 
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2) Pertunjukan oleh para artis, kaset dan penyiaran audio 
visual (performances of performing artists, phonograms, 
and broadcasts). 
3) Penemuan teknologi dalam semua bidang usaha manusia 
(inventions in all fields of human endeavor). 
4) Penemuan-penemuan ilmiah (scientific discoveries). 
5) Desain industri (industrial designs). 
6) Merek dagang, nama usaha dan penentuan komersial 
(trademarks, service marks, and commercial names and 
designations). 
7) Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat (protection 
against unfair competition). 
Penelitian-penelitian dalam International Space Station (ISS) 
dilakukan dalam beberapa modul yang dimiliki oleh beberapa negara. 
Setiap elemen yang terdapat di ISS merupakan berbagai elemen yang 
didaftarkan pada negara pemilik masing-masing. ISS terdiri dari 
beberapa modul yaitu62:  
1) Colombus (Uni Eropa) 
Laboratorium Colombus menyediakan ruangan bagi para 
peneliti di bumi, dibantu para awak ISS, untuk mengadakan 
ribuan eksperimen di bidang ilmu biologi, ilmu material, 
                                                          
62 NASA INSPIRE Online Learning Community. https://sites.google.com/site/ 
issinspire/home/design/modules. Diakses pada 1 Mei 2016 pukul 11.33 
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fisika fluida, dan penelitian lain di lingkungan tanpa gravitasi 
yang tidak dapat dilakukan di bumi. 
2) Cupola (Uni Eropa dan Amerika Serikat) 
Cupola merupakan modul observatorium yang berisi 
jendela terbesar dalam stasiun. Modul ini digunakan untuk 
memonitor sistem dalam stasiun serta mengobservasi 
bumi. Modul ini dilengkapi dengan robot yang mengontrol 
penutup jendela dan lengan robotik. 
3) Destiny (Amerika Serikat) 
Destiny merupakan laboratorium penelitian utama bagi 
Amerika Serikat yang mendukung berbagai eksperimen dan 
studi tentang kesehatan, keamanan dan kualitas hidup bagi 
orang-orang di seluruh dunia. Eksperimen yang dilakukan 
di stasiun memberikan kesempatan bagi para peneliti untuk 
dapat menguji proses fisik dalam lingkungan tanpa 
gravitasi. Hasil percobaan ini akan memungkinkan para 
ilmuwan untuk lebih memahami dunia kita dan diri kita serta 
mempersiapkan kita untuk misi pada masa mendatang, 
seperti Bulan dan Mars. 
4) Harmony (Uni Eropa dan Amerika Serikat) 
Modul ini berfungsi sebagai penghubung internal dan 
lorong menuju laboratorium sains dan kargo spacecraft. 
Harmony juga menyediakan udara, tenaga listrik, air dan 
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sistem-sistem penting lain yang mendukung kehidupan 
dalam stasiun. Modul ini terhubung dengan modul 
Colombus dan Kibo.  
5) Kibo (Jepang) 
Kibo merupakan modul terbesar dalam stasiun. Percobaan 
pada modul ini berfokus pada obat-obatan angkasa, biologi, 
pengamatan bumi, produuksi material, bioteknologi dan 
penelitian komunikasi. 
6) Leonardo (Jerman dan Amerika Serikat) 
Leonardo merupakan modul yang diterbangkan ke ruang 
angkasa pada 24 Februari 2011 dan diinstal pada tanggal 1 
Maret. Modul ini digunakan untuk penyimpanan suku 
cadang, persediaan dan limbah di ISS. 
7) Pirs (Rusia) 
Pirs (juga dikenal sebagai DC-1) diluncurkan 14 September 
2001, pada roket Soyuz Rusia. Pirs memiliki fungsi sebagai 
tempat berlabuh untuk transportasi dan sebagai kendaraan 
kargo ke ISS serta sebagai tempat penyimpanan baju 
ruang angkasa (spacesuit). 
8) Poisk (Rusia) 
Poisk juga dikenal dengan Mini-Research Modul 2 (MRM 
2). Modul ini hampir identik dengan Pirs. Poisk juga 
menyediakan tempat ekstra untuk eksperimen ilmiah.  
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9) Rassvet (Rusia) 
Modul Rassvet digunakan untuk tempat penyimpanan dan 
tempat berlabuhnya modul yang akan diluncurkan dari 
bumi. 
10) Tranquility (Uni Eropa dan Amerika Serikat) 
Berisi peralatan pendukung kehidupan yang mendaur ulang 
air dan oksigen serta menyediakan lokasi berlabuh untuk 
modul tambahan. 
11) Unity (Amerika Serikat) 
Menghubungkan bagian Amerika dan Rusia yang berada di 
ISS serta menyediakan lokasi berlabuh untuk modul lain. 
12) Zarya (Rusia) 
Zarya merupakan komponen pertama yang diluncurkan 
untuk ISS. Modul ini menyediakan tenaga listrik dan tempat 
penyimpanan. 
13) Zvezda (Rusia) 
Modul ini adalah modul ketiga yang diluncurkan ke stasiun, 
dan menyediakan semua sistem pendukung kehidupan di 
stasiun serta tempat tinggal bagi dua awak. Modul ini 
adalah pusat structural dan fungsional dari bagian stasiun 
Rusia. 
Rezim hukum paten yang berlaku secara teritorial membuat hal 
ini bersinggungan dengan rezim hukum ruang angkasa dimana ruang 
 74 
angkasa tidak tunduk pada kedaulatan negara manapun. Namun hal 
ini diatur secara jelas dalam Pasal 21 ayat 2 IGA 1998 yang lebih 
lanjut memberikan penjelasan mengenai hal tersebut: 
Subject to the provisions of this Article, for purposes of 
intellectual property law, an activity occurring in or on a Space 
Station flight element shall be deemed to have occurred only in 
the territory of the Partner State of that element's registry, 
except that for ESA-registered elements any European Partner 
State may deem the activity to have occurred within its territory. 
For avoidance of doubt, participation by a Partner State, its 
Cooperating Agency, or its related entities in an activity 
occurring in or on any other Partner's Space Station flight 
element shall not in and of itself alter or affect the jurisdiction 
over such activity provided for in the previous sentence. 
 
Aktivitas yang terjadi di elemen ISS dianggap terjadi hanya 
dalam teritorial negara di mana elemen tersebut didaftarkan. Misalnya, 
jika sebuah penemuan diwujudkan dalam modul Amerika Serikat 
maka yang akan digunakan adalah hukum paten Amerika dimana 
penemuan tersebut dianggap terjadi di wilayah Amerika. Penemuan 
yang dibuat di elemen milik Jepang akan dianggap penemuan 
tersebut terjadi di Jepang. 
Mengenai negara mitra Eropa, diperlukan aturan yang terpisah 
karena negara mitra Eropa mendelegasikan ESA tanggung jawab 
untuk mendaftarkan elemen penerbangan ESA. Aktivitas dapat 
dianggap terjadi di wilayah teritorial negara mitra Eropa untuk elemen-
elemen yang terdaftar pada ESA. Dengan demikian, sehubungan 
dengan berbagai jenis hukum kekayaan intelektual, prinsip kuasi-
teritorial diimplementasikan di ISS, meskipun elemen-elemen yang 
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terdaftar di ESA dapat dianggap sebagai teritorial umum dari mitra 
negara Eropa. 
Sehubungan dengan aturan pada Pasal 21 ayat 2 IGA 1998 
dimana tindakan apapun dianggap berlangsung secara bersamaan di 
semua negara mitra Eropa, beberapa batasan dianggap perlu untuk 
kasus-kasus pelanggaran hukum. Misalnya, jika sebuah penemuan 
dilindungi oleh hukum paten beberapa negara yaitu Perancis, Jerman, 
Belgia, dan Itali kemudian terjadi pelanggaran hukum paten di elemen 
ESA, pelanggar dapat digugat di ke empat negara tersebut untuk satu 
jenis pelanggaran hukum. Untuk menghindari hal ini, Pasal 21 ayat 4 
IGA 1998 mengatur bahwa jika kekayaan intelektual dilindungi di lebih 
dari satu negara mitra Eropa, pemilik paten tidak boleh menggugat di 
lebih dari satu negara untuk satu pelanggaran hukum yang sama. 
Dengan kata lain, diberikan kebebasan kepada pemilik paten untuk 
menentukan di negara mana ia akan menggugat pelanggaran 
tersebut.63 
Saat ini banyak hukum nasional yang mengharuskan penemu 
utama untuk mengajukan permohonan paten di negara yang penemu 
tersebut merupakan warga negara atau negara di mana penemuan itu 
terjadi. Hal ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran bahwa jika tanpa 
batas seperti itu, penemuan yang melibatkan keamanan nasional 
dapat diungkapkan di luar negeri dengan cara mengajukan aplikasi 
                                                          
63 R. Oosterlinck, 1989. Journal of Space Law, Vol. 17 No.1, Mississipi, Hal. 30 
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paten di luar negeri.64 Jika persyaratan tersebut dikenakan dalam 
kegiatan kerjasama internasional di stasiun ruang angkasa 
internasional, hal tersebut mungkin memiliki efek negatif pada 
pembagian elemen untuk penelitian dan kolaborasi peneliti dari 
berbagai negara. Dengan demikian, dalam Pasal 21 (3) IGA 
menyatakan sebagai berikut: 
In respect of an invention made in or on any Space Station 
flight element by a person who is not its national or resident, a 
Partner State shall not apply its laws concerning secrecy of 
inventions so as to prevent the filing of a patent application (for 
example, by imposing a delay or requiring prior authorization) in 
any other Partner State that provides for the protection of the 
secrecy of patent applications containing information that is 
classified or otherwise protected for national security purposes. 
This provision does not prejudice (a) the right of any Partner 
State in which a patent application is first filed to control the 
secrecy of such patent application or restrict its further filing; or 
(b) the right of any other Partner State in which an application is 
subsequently filed to restrict, pursuant to any international 
obligation, the dissemination of an application. 
 
Suatu negara mitra tidak boleh menerapkan hukum yang menyangkut 
kerahasiaan penemuan untuk mencegah pengajuan permohonan 
paten di setiap negara mitra lain yang memberikan perlindungan atas 
kerahasiaan aplikasi paten yang berisi informasi yang diklasifikasikan 
atau dilindungi untuk tujuan keamanan internasional. Oleh karena itu, 
meskipun prinsip umum dalam Pasal 21 (2) IGA yang mana kegiatan 
yang dilakukan di elemen penerbangan stasiun ruang angkasa harus 
dianggap telah terjadi di wilayah negara mitra yang elemennya telah 
terdaftar, aturan tentang kerahasiaan penemuan untuk keamanan 
                                                          
64 Ibid. 
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nasional seharusnya tidak berlaku untuk seorang penemu yang bukan 
warga negara atau penduduk dari negara tersebut. Namun, sesuai 
dengan Pasal 21 (3), kalimat kedua, setelah inventor mengajukan 
permohonan paten kepada kantor suatu negara tertentu, ketentuan 
mengenai kerahasiaan penemuan untuk tujuan keamanan nasional 
negara dapat diberlakukan untuk aplikasi itu.65 
 Ketika sebuah penemuan ditemukan di elemen milik negara 
yang bukan kewarganegaraan dari inventor tersebut, maka negara 
tersebut tidak dapat memberlakukan hukum patennya untuk 
mencegah pengajuan permohonan paten di Negara Mitra lain yang 
dapat memberikan perlindungan paten yang berisi informasi rahasia 
atau informasi yang dilindungi demi keamanan nasional. Sebagai 
contoh, jika seorang astronot Eropa yang adalah karyawan ESA 
melakukan penemuan dalam modul milik Amerika Serikat, maka 
astronot tersebut berhak memilih negara dimana ia akan mengajukan 
permohonan paten tanpa perlu mempertimbangkan hukum paten 
Amerika.66 
 Sebagai negara anggota Patent Coorperation Treaty (PCT) 
maka perlu juga menjadi pertimbangan bagi negara-negara tersebut 
untuk mengajukan permohonan internasional PCT. Negara peserta 
perjanjian ini dimungkinkan untuk mendaftarkan patennya secara 
                                                          
65 Official Website WIPO, http://www.wipo.int/export/sites/www/patent-
law/en/developments/pdf/ip_space.pdf, diakses pada Rabu, 29 April pukul 18.40 WITA. 
66 Bouvet, Isabelle, 1999, Certain Aspects of Intellectual Property Rights in Outer Space, 
Montreal, Hal 64. 
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internasional sehingga paten tersebut dapat diakui dan dilindungi di 
berbagai negara lainnya sekaligus. PCT bertujuan untuk memberikan 
kemudahan secara administratif maupun finansial bagi permohonan 
perlindungan paten di berbagai negara pada saat yang sama. PCT 
memberikan hak prioritas kepada pemohon paten. Hak prioritas 
merupakan hak pemohon untuk memperoleh pengakuan bahwa 
tanggal penerimaan paten di negara asal merupakan tanggal prioritas 
di negara tujuan.67 
 Namun perlu diperhatikan bahwa PCT merupakan sistem 
pengajuan dan pendaftaran paten, bukan merupakan sistem 
pemberian paten. PCT dirancang untuk memungkinkan diprosesnya 
permohonan paten menurut dua tahapan, yaitu tahap internasional 
dan tahap nasional. Tahap internasional mencakup pengajuan 
permohonan internasional, penelusuran internasional, publikasi 
internasional dan pemeriksaan pendahuluan internasional. Sementara 
itu, tahap nasioal merupakan saat diambilnya keputusan untuk 
pemberian atau penolakan paten secara ekslusif oleh kantor-kantor 
paten nasional atau regional. PCT dalam permohonan paten adalah 
sebagai fasilitator untuk kebutuhan permohonan paten yang dibuat 
dalam bentuk perjanjian kerjasama paten secara internasional. PCT 
tidak memberikan hak paten internasional, tetapi hak itu diberikan oleh 
kantor paten tempat permohonan paten dimintakan. Kewajiban dan 
                                                          
67 Nasution, Rahmi Jened Parinduri. 2014, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan 
Hukum Persaingan, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 174 
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pertanggungjawaban pemberian paten tetap berada pada kantor-
kantor paten tersebut.68 
 Beberapa teknologi yang ditemukan di ruang angkasa dan telah 
dipatenkan yaitu: 
1) Space Coffee Cup 
Penemu: Donald Roy Pettit 
Nomor Paten: US8074827 
Donald Roy Pettit menemukan teknologi agar setiap astronot 
dapat menikmati meminum kopi atau teh dari cangkir selama 
mereka berada dalam ISS, sebab cangkir biasa tidak dapat 
digunakan di ruang angkasa karena tidak adanya gravitasi. 
2) Salmonella Vaccine 
Penemu: Timothy G Hammond 
Nomor Paten: US20090258037 
Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan tidak adanya 
gravitasi di ruang angkasa untuk meneiliti Salmonella 
(organisme patogenik) untuk membuat vaksin yang potensial 
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Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka 
penulis dapat menyimpulkan: 
1. Status hukum International Space Station 
Intergovernmental Agreement (IGA) 1998 merupakan 
perjanjian menurut Vienna Convention on The Law of 
Treaties (VCLT) 1969 karena memenuhi syarat-syarat 
perjanjian internasional seperti (a) merupakan perjanjian 
internasional yang dibuat antar negara, (b) merupakan 
perjanjian yang tertulis, dan (c) diatur berdasarkan hukum 
internasional,(d) baik terdapat dalam sebuah instrumen 
ataupun lebih, (e) apapun nama perjanjiannya. Jika ditinjau 
dari sifat hukumnya, IGA 1998 termasuk jenis perjanjian 
internasional yang bersifat treaty contract karena hanya 
mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur 
hubungan atau persoalan antara pihak yang mengadakan 
saja, sehingga perjanjian ini hanya berlaku khusus bagi 
negara yang telah menandatangani perjanjian ini.  
2. Pasal 21 IGA 1998 mengatur tentang hak kekayaan 
intelektual dimana paten salah satu di dalamnya. 
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Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 IGA 198, aktivitas yang terjadi 
di elemen ISS dianggap terjadi hanya dalam teritorial 
negara di mana elemen tersebut didaftarkan. Jadi, jika 
penemuan tersebut dilakukan di elemen milik Jepang maka 
akan dianggap penemuan tersebut terjadi di Jepang, 
namun berdasarkan Pasal 21 ayat 3 IGA 1998, diberikan 
kebebasan bagi penemu tersebut untuk memilih di negara 
mana ia akan mengajukan permohonan paten tanpa perlu 
mempertimbangkan hukum paten negara pemilik elemen 
dimana penemuan itu terjadi. Sebagai negara anggota 
Patent Coorperation Treaty (PCT) maka perlu juga menjadi 
pertimbangan bagi negara-negara tersebut untuk 
mengajukan permohonan internasional PCT. Negara 
peserta perjanjian ini dimungkinkan untuk mendaftarkan 
patennya secara internasional sehingga paten tersebut 
dapat diakui dan dilindungi di berbagai negara lainnya 
sekaligus.  
B.  Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dengan ini 
penulis memberikan saran, yaitu: 
1.  Dalam sebuah penelitian tidak menutup kemungkinan akan 
terjadi kerja sama antara beberapa negara dalam proses 
penelitian tersebut, namun tampaknya IGA 1998 hanya 
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mengatur mengenai penelitian yang dilakukan oleh satu 
negara saja. Oleh karena itu dibutuhkan aturan yang jelas 
mengenai hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih dengan 
hukum nasional masing-masing negara. 
2.  Perlu dibuat hukum berskala internasional mengenai hak 
kekayaan intelektual khususnya paten dalam lingkup ruang 
angkasa mengingat perkembangan teknologi yang pesat 
serta aktivitas ruang angkasa yang semakin meningkat 
sehingga dapat semakin mendorong para ilmuwan untuk 
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             NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE 
 
   Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966 
(80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)— 
 
“. . .the Treaties and Other International Acts Series issued 
under the authority of the Secretary of State shall be competent 
 evidence . . . of the treaties, international agreements other than 
treaties, and proclamations by the President of such treaties and 
international agreements other than treaties, as the case may be,  
therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime 
jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the 
United States, and of the several States, without any further proof 
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AMONG THE GOVERNMENT OF CANADA,
GOVERNMENTS OF MEMBER STATES OF THE EUROPEAN SPACE AGENCY,
THE GOVERNMENT OF JAPAN,
THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION,
AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
CONCERNING COOPERATION ON THE
CIVIL INTERNATIONAL SPACE STATION
The Government of Canada (hereinafter also "Canada"),
The Governments of the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the French
Republic, the Federal Republic of Germany, the Italian Republic, the Kingdom of the
Netherlands, the Kingdom of Norway, the Kingdom of Spain, the Kingdom of Sweden, the
Swiss Confederation, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, being
Governments of Member States of the European Space Agency (hereinafter collectively "the
European Governments" or "the European Partner"),
The Government of Japan (hereinafter also "Japan"),
The Government of the Russian Federation (hereinafter also "Russia"), and
The Government of the United States of America (hereinafter "the Government of the
United States" or "the United States"),
Recalling that in January 1984 the President of the United States directed the National
Aeronautics and Space Administration (NASA) to develop and place into orbit a
permanently manned Space Station and invited friends and allies of the United States to
participate in its development and use and to share in the benefits thereof,
Recalling the acceptance of the aforementioned invitation by the Prime Minister of Canada
at the March 1985 Quebec Summit meeting with the President of the United States and the
mutual confirmation of interest on cooperation at the March 1986 Washington, D.C. Summit
meeting,
Recalling the terms of the relevant Resolutions adopted on 31 January 1985 and 20 October
1995 by the European Space Agency (ESA) Council meeting at the ministerial level, and
that, within the framework of ESA, and in accordance with its purpose as defined in Article II
of the Convention establishing it, the Columbus programme and the European participation
in the international Space Station development programme have been undertaken to develop
and will develop elements of the civil international Space Station,
Recalling Japan's interest in the Space Station program manifested during the NASA
Administrator's visits to Japan in 1984 and 1985 and Japan's participation in the U.S. space
program through the First Materials Processing Test,
Recalling ESA's and Canada's participation in the U.S. Space Transportation System
through the European development of the first manned space laboratory, Spacelab, and the
Canadian development of the Remote Manipulator System,
Recalling the partnership created by the Agreement Among the Government of the United
States of America, Governments of Member States of the European Space Agency, the
Government of Japan, and the Government of Canada on Cooperation in the Detailed
Design, Development, Operation, and Utilization of the Permanently Manned Civil Space
Station (hereinafter "the 1988 Agreement"), done at Washington on 29 September 1988 and
related Memoranda of Understanding between NASA and the Ministry of State for Science
and Technology (MOSST) of Canada, NASA and ESA, and NASA and the Government of
Japan,
Recognizing that the 1988 Agreement entered into force on 30 January 1992 between the
United States and Japan,
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Recalling that NASA, ESA, the Government of Japan and MOSST have been implementing
cooperative activities to realize the partnership in the Space Station program in accordance
with the 1988 Agreement and the related Memoranda of Understanding, and recognizing
that upon its establishment on 1 March 1989, the Canadian Space Agency (CSA) assumed
responsibility for the execution of the Canadian Space Station Program from MOSST,
Convinced that, in view of the Russian Federation's unique experience and accomplishments
in the area of human space flight and long-duration missions, including the successful long-
term operation of the Russian Mir Space Station, its participation in the partnership will
considerably enhance the capabilities of the Space Station to the benefit of all the Partners,
Recalling the invitation extended on 6 December 1993 by the Government of Canada, the
European Governments, the Government of Japan, and the Government of the United States
to the Government of the Russian Federation to become a Partner in the detailed design,
development, operation and utilization of the Space Station within the framework established
by the Space Station Agreements, and the positive response of the Government of the
Russian Federation on 17 December 1993 to that invitation,
Recalling the arrangements between the Chairman of the Government of the Russian
Federation and the Vice President of the United States to promote cooperation on important
human spaceflight activities, including the Russian-U.S. Mir-Shuttle program, to prepare for
building the International Space Station,
Recalling the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and
Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (hereinafter "the Outer
Space Treaty"), which entered into force on 10 October 1967,
Recalling the Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts, and the
Return of Objects Launched into Outer Space (hereinafter "the Rescue Agreement"), which
entered into force on 3 December 1968,
Recalling the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects
(hereinafter "the Liability Convention"), which entered into force on 1 September 1972,
Recalling the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (hereinafter
"the Registration Convention"), which entered into force on 15 September 1976,
Convinced that working together on the civil international Space Station will further expand
cooperation through the establishment of a long-term and mutually beneficial relationship,
and will further promote cooperation in the exploration and peaceful use of outer space,
Recognizing that NASA and CSA, NASA and ESA, NASA and the Government of Japan,
and NASA and the Russian Space Agency (RSA) have prepared Memoranda of
Understanding (hereinafter "the MOUs") in conjunction with their Governments'
negotiation of this Agreement, and that the MOUs provide detailed provisions in
implementation of this Agreement,
Recognizing, in light of the foregoing, that it is desirable to establish among the
Government of Canada, the European Governments, the Government of Japan, the
Government of the Russian Federation, and the Government of the United States a
framework for the design, development, operation, and utilization of the Space Station,




1. The object of -this Agreement is to establish a long-term international cooperative
framework among the Partners, on the basis of genuine partnership, for the detailed design,
development, operation, and utilization of a permanently inhabited civil international Space
Station for peaceful purposes, in accordance with international law. This civil international
Space Station will enhance the scientific, technological, and commercial use of outer space.
This Agreement specifically defines the civil international Space Station program and the
nature of this partnership, including the respective rights and obligations of the Partners in
this cooperation. This Agreement further provides for mechanisms and arrangements
designed to ensure that its object is fulfilled.
2. The Partners will join their efforts, under the lead role of the United States for overall
management and coordination, to create an integrated international Space Station. The
United States and Russia, drawing on their extensive experience in human space flight, will
produce elements which serve as the foundation for the international Space Station. The
European Partner and Japan will produce elements that will significantly enhance the Space
Station's capabilities. Canada's contribution will be an essential part of the Space Station.
This Agreement lists in the Annex the elements to be provided by the Partners to form the
international Space Station.
3. The permanently inhabited civil international Space Station (hereinafter "the Space
Station") will be a multi-use facility in low-earth orbit, with flight elements and Space
Station-unique ground elements provided by all the Partners. By providing Space Station
flight elements, each Partner acquires certain rights to use the Space Station and participates
in its management in accordance with this Agreement, the MOUs, and implementing
arrangements.
4. The Space Station is conceived as having an evolutionary character. The Partner States'
rights and obligations regarding evolution shall be subject to specific provisions in
accordance with Article 14.
Article 2
International Rights and Obligations
1. The Space Station shall be developed, operated, and utilized in accordance with
international law, including the Outer Space Treaty, the Rescue Agreement, the Liability
Convention, and the Registration Convention.
2. Nothing in this Agreement shall be interpreted as:
(a) modifying the rights and obligations of the Partner States found in the treaties
listed in paragraph 1 above, either toward each other or toward other States, except as
otherwise provided in Article 16;
(b) affecting the rights and obligations of the Partner States when exploring or using
outer space, whether individually or in cooperation with other States, in activities
unrelated to the Space Station; or
(c) constituting a basis for asserting a claim to national appropriation over outer space




For the purposes of this Agreement, the following definitions shall apply:
(a) "this Agreement":
the present Agreement, including the Annex;
(b) "the Partners" (or, where appropriate, "each Partner"):
the Government of Canada; the European Governments listed in the Preamble
which become parties to this Agreement, as well as any other European
Government that may accede to this Agreement in accordance with Article
25(3), acting collectively as one Partner; the Government of Japan; the
Government of the Russian Federation; and the Government of the United
States;
(c) "Partner State":
each Contracting Party for which this Agreement has entered into force, in
accordance with Article 25.
Article 4
Cooperating Agencies
1. The Partners agree that the Canadian Space Agency (hereinafter "CSA") for the
Government of Canada, the European Space Agency (hereinafter "ESA") for the European
Governments the Russian Space Agency (hereinafter "RSA") for Russia, and the National
Aeronautics and Space Administration (hereinafter "NASA") for the United States shall be
the Cooperating Agencies responsible for implementing Space Station cooperation. The
Government of Japan's . Cooperating Agency designation for implementing Space Station
cooperation shall be made in the Memorandum of Understanding between NASA and the
Government of Japan referred to in paragraph 2 below.
2. The Cooperating Agencies shall implement Space Station cooperation in accordance
with the relevant provisions of this Agreement, the respective Memoranda of Understanding
(MOUs) between NASA and CSA, NASA and ESA, NASA and the Government of Japan,
and NASA and RSA concerning cooperation on the civil international Space Station, and
arrangements between or among NASA and the other Cooperating Agencies implementing
the MOUs (implementing arrangements). The MOUs shall be subject to this Agreement,
and the implementing arrangements shall be consistent with and subject to the MOUs.
3. Where a provision of an MOU sets forth rights or obligations accepted by a Cooperating
Agency (or, in the case of Japan, the Government of Japan) not a party to that MOU, such
provision may not be amended without the written consent of that Cooperating Agency (or,
in the case of Japan, the Government of Japan).
-5-
Article 5
Registration; Jurisdiction and Control
1. In accordance with Article II of the Registration Convention, each Partner shall register
as space objects the flight elements listed in the Annex which it provides, the European
Partner having delegated this responsibility to ESA, acting in its name and on its behalf.
2. Pursuant to Article VIII of the Outer Space Treaty and Article II of the Registration
Convention, each Partner shall retain jurisdiction and control over the elements it registers in
accordance with paragraph 1 above and over personnel in or on the Space Station who are its
nationals. The exercise of such jurisdiction and control shall be subject to any relevant
provisions of this Agreement, the MOUs, and implementing arrangements, including relevant
procedural mechanisms established therein.
Article 6
Ownership of Elements and Equipment
1. Canada, the European Partner, Russia, and the United States, through their respective
Cooperating Agencies, and an entity designated by Japan at the time of the deposit of its
instrument under Article 25(2), shall own the elements listed in the Annex that they
respectively provide, except as otherwise provided for in this Agreement. The Partners,
acting through their Cooperating Agencies, shall notify each other regarding the ownership of
any equipment in or on the Space Station.
2. The European Partner shall entrust ESA, acting in its name and on its behalf, with
ownership over the elements it provides, as well as over any other equipment developed and
funded under an ESA programme as a contribution to the Space Station, its operation or
3. The transfer of ownership of the elements listed in the Annex or of equipment in or on
the Space Station shall not affect the rights and obligations of the Partners under this
Agreement, the MOUs, or implementing arrangements.
4. Equipment in or on the Space Station shall not be owned by, and ownership of elements
listed in the Annex shall not be transferred to, any non-Partner or private entity under the
jurisdiction of a non-Partner without the prior concurrence of the other Partners. Any transfer
of ownership of any element listed in the Annex shall require prior notification of the other
Partners.
5. The ownership of equipment or material provided by a user shall not be affected by the
mere presence of such equipment or material in or on the Space Station.
6. The ownership or registration of elements or the ownership of equipment shall in no way
be deemed to be an indication of ownership of material or data resulting from the conduct of
activities in or on the Space Station.
7. The exercise of ownership of elements and equipment shall be subject to any relevant
provisions of this Agreement, the MOUs, and implementing arrangements, including relevant




1. Management of the Space Station will be established on a multilateral basis and the
Partners, acting through their Cooperating Agencies, will participate and discharge
responsibilities in management bodies established in accordance with the MOUs and
implementing arrangements as provided below. These management bodies shall plan and
coordinate activities affecting the design and development of the Space Station and its safe,
efficient, and effective operation and utilization, as provided in this Agreement and the
MOUs. In these management bodies, decision-making by consensus shall be the goal.
Mechanisms for decision-making within these management bodies where it is not possible for
the Cooperating Agencies to reach consensus are specified in the MOUs. Decision-making
responsibilities which the Partners and their Cooperating Agencies have with respect to the
elements they provide are specified in this Agreement and the MOUs.
2. The United States, acting through NASA, and in accordance with the MOUs and
implementing arrangements, shall be responsible for management of its own program,
including its utilization activities. The United States, acting through NASA, and in
accordance with the MOUs and implementing arrangements, shall also be responsible for:
overall program management and coordination of the Space Station, except as otherwise
provided in this Article and in the MOUs; overall system engineering and integration;
establishment of overall safety requirements and plans; and overall planning for and
coordination of the execution of the overall integrated operation of the Space Station.
Canada, the European Partner, Japan and Russia, acting through their Cooperating
Agencies, and in accordance with the MOUs and implementing arrangements, shall each be
responsible for: management of their own programs, including their utilization activities;
system engineering and integration of the elements they provide; development and
implementation of detailed safety requirements and plans for the elements they provide; and,
consistent with paragraph 2 above, supporting the United States in the performance of its
overall responsibilities, including participating in planning for and coordination of the
execution of the integrated operation of the Space Station.
4. To the extent that a design and development matter concerns only a Space Station
element provided by Canada, the European Partner, Japan, or Russia and is not covered in the
agreed program documentation provided for in the MOUs, that Partner, acting through its
Cooperating Agency, may make decisions related to that element.
Article 8
Detailed Design and Development
In accordance with Article 7 and other relevant provisions of this Agreement, and in
accordance with the MOUs and implementing arrangements, each Partner, acting through its
Cooperating. Agency, shall design and develop the elements which it provides, including
Space Station-unique ground elements adequate to support the continuing operation and full
international utilization of the flight elements, and shall interact with the other Partners,





1. Utilization rights are derived from Partner provision of user elements, infrastructure
elements, or both. Any Partner that provides Space Station user elements shall retain use of
those elements, except as otherwise provided in this paragraph. Partners which provide
resources to operate and use the Space Station, which are derived from their Space Station
infrastructure elements, shall receive in exchange a fixed share of the use of certain user
elements. Partners' specific allocations of Space Station user elements and of resources
derived from Space Station infrastructure are set forth in the MOUs and implementing
arrangements.
2. The Partners shall have the right to barter or sell any portion of their respective
allocations. The terms and conditions of any barter or sale shall be determined on a
case-by-case basis by the parties to the transaction.
3. Each Partner may use and select users for its allocations for any purpose consistent with
the object of this Agreement and provisions set forth in the MOUs and implementing
arrangements, except that:
(a) any proposed use of a user element by a non-Partner or private entity under the
jurisdiction of a non-Partner shall require the prior notification to and timely
consensus among all Partners through their Cooperating Agencies; and
(b) the Partner providing an element shall determine whether a contemplated use of
that element is for peaceful purposes, except that this subparagraph shall not be
invoked to prevent any Partner from using resources derived from the Space Station
infrastructure.
4. In its use of the Space Station, each Partner, through its Cooperating Agency, shall seek
through the mechanisms established in the MOUs to avoid causing serious adverse effects on
the use of the Space Station by the other Partners.
5. Each Partner shall assure access to and use of its Space Station elements to the other
Partners in accordance with their respective allocations.




The Partners, acting through their Cooperating Agencies, shall have responsibilities in the
operation of the elements they respectively provide, in accordance with Article 7 and other
relevant provisions of this Agreement, and in accordance with the MOUs and implementing
arrangements. The Partners, acting through their Cooperating Agencies, shall develop and
implement procedures for operating the Space Station in a manner that is safe, efficient, and
effective for Space Station users and operators, in accordance with the MOUs and
implementing arrangements. Further, each Partner, acting through its Cooperating Agency,




1. Each Partner has the right to provide qualified personnel to serve on an equitable basis
as Space Station crew members. Selections and decisions regarding the flight assignments of
a Partner's crew members shall be made in accordance with procedures provided in the
MOUs and implementing arrangements.
2. The Code of Conduct for the Space Station crew will be developed and approved by all
the Partners in accordance with the individual Partner's internal procedures, and in
accordance with the MOUs, A Partner must have approved the Code of Conduct before it
provides Space Station crew. Each Partner, in exercising its right to provide crew, shall
ensure that its crew members observe the Code of Conduct.
Article 12
Transportation
1. Each of the Partners shall have the right of access to the Space Station using its
respective government and private sector space transportation systems, if they are compatible
with the Space Station. The United States, Russia, the European Partner, and Japan, through
their respective Cooperating Agencies, shall make available launch and return transportation
services for the Space Station (using such space transportation systems as the U.S. Space
Shuttle, the Russian Proton and Soyuz, the European Ariane-5, and the Japanese H-II).
Initially, the U.S. and Russian space transportation systems will be used to provide launch
and return transportation services for the Space Station and, in addition, the other space
transportation systems will be used as those systems become available. Access and launch
and return transportation services shall be in accordance with the provisions of the relevant
MOUs and implementing arrangements.
2. Those Partners providing launch and return transportation services to other Partners and
their respective users on a reimbursable or other basis shall provide such services consistent
with conditions specified in the relevant MOUs and implementing arrangements. Those
Partners providing launch and return transportation services on a reimbursable basis shall
provide such services to another Partner or the users of that Partner, in comparable
circumstances, on the same basis they provide such services to any other Partner or the users
of such other Partner. Partners shall use their best efforts to accommodate proposed
requirements and flight schedules of the other Partners.
3. The United States, through NASA, working with the other Partners' Cooperating
Agencies in management bodies, shall plan and coordinate launch and return transportation
services for the . Space Station in accordance with the integrated traffic planning process, as
provided in the MOUs and implementing arrangements.
4. Each Partner shall respect the proprietary rights in and the confidentiality of




1. The United States and Russia, through their Cooperating Agencies, shall provide the two
primary data relay satellite system space and ground communications networks for
command, control, and operations of Space Station elements and payloads, and other Space
Station communication purposes. Other Partners may provide data relay satellite system
space and ground communication networks, if they are compatible with the Space Station and
with Space Station use of the two primary networks. The provision of Space Station
communications shall be in accordance with provisions in the relevant MOUs and
implementing arrangements.
2. On a reimbursable basis, the Cooperating Agencies shall use their best efforts to
accommodate, with their respective communication systems, specific Space Station-related
requirements of one another, consistent with conditions specified in the relevant MOUs and
implementing arrangements.
3. The United States, through NASA, working with the other Partners' Cooperating
Agencies in management bodies, shall plan and coordinate space and ground
communications services for the Space Station in accordance with relevant program
documentation, as provided in the MOUs and implementing arrangements.
4. Measures to ensure the confidentiality of utilization data passing through the Space
Station Information System and other communication systems being used in connection with
the Space Station may be implemented, as provided in the MOUs. Each Partner shall respect
the proprietary rights in, and the confidentiality of, the utilization data passing through its
communication systems, including its ground network and the communication systems of its
contractors, when providing communication services to another Partner.
Article 14
Evolution
1. The Partners intend that the Space Station shall evolve through the addition of capability
and shall strive to maximize the likelihood that such evolution will be effected through
contributions from all the Partners. To this end, it shall be the object of each Partner to
provide, where appropriate, the opportunity to the other Partners to cooperate in its proposals
for additions of evolutionary capability. The Space Station together with its additions of
evolutionary capability shall remain a civil station, and its operation and utilization shall be
for peaceful purposes, in accordance with international law.
2. This Agreement sets forth rights and obligations concerning only the elements listed in
the Annex, except that this Article and Article 16 shall apply to any additions of evolutionary
capability. This Agreement does not commit any Partner State to participate in, or otherwise
grant any Partner rights in, the addition of evolutionary capability.
3. Procedures for the coordination of the Partners' respective evolution studies and for the
review of specific proposals for the addition of evolutionary capability are provided in the
MOUs.
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4. Cooperation between or among Partners regarding the sharing of addition(s) of
evolutionary capability shall require, following the coordination and review provided for in
paragraph 3 above, either the amendment of this Agreement, or a separate agreement to
which the United States, to ensure that any addition is consistent with the overall program,
and any other Partner providing a Space Station element or space transportation system on
which there is an operational or technical impact, shall be parties.
5. Following the coordination and review provided for in paragraph 3 above, the addition
of evolutionary capability by one Partner shall require prior notification of the other Partners,
and an agreement with the United States to ensure that any addition is consistent with the
overall program, and with any other Partner providing a Space Station element or space
transportation system on which there is an operational or technical impact.
6. A Partner which may be affected by the addition of evolutionary capability under
paragraph 4 or 5 above may request consultations with the other Partners in accordance with
Article 23.
7. The addition of evolutionary capability shall in no event modify the rights and
obligations of any Partner State under this Agreement and the MOUs concerning the
elements listed in the Annex, unless the affected Partner State otherwise agrees.
Article 15
Funding
1. Each Partner shall bear the costs of fulfilling its respective responsibilities under this
Agreement, including sharing on an equitable basis the agreed common system operations
costs or activities attributed to the operation of the Space Station as a whole, as provided in
the MOUs and implementing arrangements.
2. Financial obligations of each. Partner pursuant to this Agreement are subject to its
funding procedures and the availability of appropriated funds. Recognizing the importance
of Space Station cooperation, each Partner undertakes to make its best efforts to obtain
approval for funds to meet those obligations, consistent with its respective funding
procedures.
3. In the event that funding problems arise that may affect a Partner's ability to fulfill its
responsibilities in Space Station cooperation, that Partner, acting through its Cooperating
Agency, shall notify and consult with the other Cooperating Agencies. If necessary, the
Partners may also consult.
4. The Partners shall seek to minimize operations costs for the Space Station. In particular,
the Partners, through their Cooperating Agencies, in accordance with the provisions of the
MOUs, shall develop procedures intended to contain the common system operations costs
and activities within approved estimated levels.
5. The Partners shall also seek to minimize the exchange of funds in the implementation of
Space Station cooperation, including through the performance of specific operations
activities as provided in the MOUs and implementing arrangements or, if the concerned
Partners agree, through the use of barter.
Article 16
Cross-Waiver of Liability
1. The objective of this Article is to establish a cross-waiver of liability by the Partner
States and related entities in the interest of encouraging participation in the exploration,
exploitation, and use of outer space through the Space Station. This cross-waiver of liability
shall be broadly construed to achieve this objective.
2. For the purposes of this Article:
(a) A "Partner State" includes its Cooperating Agency. It also includes any entity
specified in the MOU between NASA and the Government of Japan to assist the
Government of Japan's Cooperating Agency in the implementation of that MOU.
(b) The term "related entity" means.:
(1) a contractor or subcontractor of a Partner State at any tier;
(2) a user or customer of a Partner State at any tier; or
(3) a contractor or subcontractor of a user or customer of a Partner State at any
tier.
This subparagraph may also apply to a State, or an agency or institution of a
State, having the same relationship to a Partner State as described in
subparagraphs 2(b)(1) through 2(b)(3) above or otherwise engaged in the
implementation of Protected Space Operations as defined in subparagraph 2 (f)
below.
"Contractors" and "subcontractors" include suppliers of any kind.
(c) The term "damage" means:
(1) bodily injury to, or other impairment of health of, or death of, any person;
(2) damage to, loss of, or loss of use of any property;
(3) loss of revenue or profits; or
(4) other direct, indirect or consequential damage.
(d) The term "launch vehicle" means an object (or any part thereof) intended for
launch, launched from Earth, or returning to Earth which carries payloads or persons,
or both.
(e) The term "payload" means all property to be flown or used on or in a launch
vehicle or the Space Station.
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(f) The term "Protected Space Operations" means all launch vehicle activities, Space
Station activities, and payload activities on Earth, in outer space, or in transit between
Earth and outer space in implementation of this Agreement, the MOUs, and
implementing arrangements. It includes, but is not limited to:
(1) research, design, development, test, manufacture, assembly, integration,
operation, or use of launch or transfer vehicles , the Space Station, or a payload,
as well as related support equipment and facilities and services; and
(2) all activities related to ground support, test, training, simulation, or guidance
and control equipment and related facilities or services.
"Protected Space Operations" also includes all activities related to evolution of the
Space Station, as provided for in Article 14. "Protected Space Operations" excludes
activities on Earth which are conducted on return from the Space Station to develop
further a payload's product or process for use other than for Space Station related
activities in implementation of this Agreement.
3. (a) Each Partner State agrees to a cross-waiver of liability pursuant to which each
Partner State waives all claims against any of the entities or persons listed in
subparagraphs 3(a)(1) through 3(a)(3) below based on damage arising out of
Protected Space Operations. This cross-waiver shall apply only if the person, entity,
or property causing the damage is involved in Protected Space Operations and the
person, entity, or property damaged is damaged by virtue of its involvement in
Protected Space Operations. The cross-waiver shall apply to any claims for damage,
whatever the legal basis for such claims against:
(1) another Partner State;
(2) a related entity of another Partner State;
(3) the employees of any of the entities identified in subparagraphs 3(a)(1) and
3(a)(2) above.
(b) In addition, each Partner State shall, by contract or otherwise, extend the
cross-waiver of liability as set forth in subparagraph 3(a) above to its related entities
by requiring them to:
(1) waive all claims against the entities or persons identified in subparagraphs
3(a)(1) through 3(a)(3) above; and
(2) require that their related entities waive all claims against the entities or
persons identified in subparagraphs 3(a)(1) through 3(a)(3) above.
(c) For avoidance of doubt, this cross-waiver of liability includes a cross-waiver of
liability arising from the Liability Convention where the person, entity, or property
causing the damage is involved in Protected Space Operations and the person, entity,
or property damaged is damaged by virtue of its involvement in Protected Space
Operations.
(d) Notwithstanding the other provisions of this Article, this cross-waiver of liability
shall not be applicable to:
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(1) claims between a Partner State and its related entity or between its own
related entities;
(2) claims made by a natural person, his/her estate, survivors or subrogees
(except when a subrogee is a Partner State) for bodily injury to, or other
impairment of health of, or death of such natural person;
(3) claims for damage caused by willful misconduct;
(4) intellectual property claims;
(5) claims for damage resulting from a failure of a Partner State to extend the
cross-waiver of liability to its related entities, pursuant to subparagraph 3(b)
above.
(e) With respect to subparagraph 3(d)(2) above, in the event that a subrogated claim
of the Government of Japan is not based upon government employee accident
compensation law, the Government of Japan shall fulfill its obligation to waive such
subrogated claim by ensuring that any assisting entity specified pursuant to
subparagraph 2(a) above indemnifies, in a manner consistent with Article 15(2) and
in accordance with applicable laws and regulations of Japan, any entity or person
identified in subparagraphs 3(a)(1) through 3(a)(3) above against liability arising from
such subrogated claim by the Government of Japan. Nothing in this Article shall
preclude the Government of Japan from waiving the foregoing subrogated claims.
(f) Nothing in this Article shall be construed to create the basis for a claim or suit
where none would otherwise exist.
Article 17
Liability Convention
1. Except as otherwise provided in Article 16, the Partner States, as well as ESA, shall
remain liable in accordance with the Liability Convention.
2. In the event of a claim arising out of the Liability Convention, the Partners (and ESA, if
appropriate) shall consult promptly on any potential liability, on any apportionment of such
liability, and on the defense of such claim.
3. Regarding the provision of launch and return services provided for in Article 12(2), the
Partners concerned (and ESA, if appropriate) may conclude separate agreements regarding




1. Each Partner State shall facilitate the movement of persons and goods necessary to
implement this Agreement into and out of its territory, subject to its laws and regulations.
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2. Subject to its laws and regulations, each Partner State shall facilitate provision of the
appropriate entry and residence documentation for nationals and families of nationals of
another Partner State who enter or exit or reside within the territory of the first Partner State
in order to carry out functions necessary for the implementation of this Agreement.
3. Each Partner State shall grant permission for duty-free importation and exportation to
and from its territory of goods and software which are necessary for implementation of this
Agreement and shall ensure their exemption from any other taxes and duties collected by the
customs authorities. This paragraph shall be implemented without regard to the country of
origin of such necessary goods and software.
Article 19
Exchange of Data and Goods
L Except as otherwise provided in this paragraph, each Partner, acting through its
Cooperating Agency shall transfer all technical data and goods considered to be necessary
(by both parties to any transfer) to fulfill the responsibilities of that Partner's Cooperating
Agency under the relevant MOUs and implementing arrangements. Each Partner undertakes
to handle expeditiously any request for technical data or goods presented by the Cooperating
Agency of another Partner for the purposes of Space Station cooperation. This Article shall
not require a Partner State to transfer any technical data and goods in contravention of its
national laws or regulations.
2. The Partners shall make their best efforts to handle expeditiously requests for
authorization of transfers of technical data and goods by persons or entities other than the
Partners or their Cooperating Agencies (for example, company-to-company exchanges which
are likely to develop), and they shall encourage and facilitate such transfers in connection
with the Space Station cooperation under this Agreement. Otherwise, such transfers are not
covered by the terms and conditions of this Article. National laws and regulations shall
apply to such transfers.
3. The Partners agree that transfers of technical data and goods under this Agreement shall
be subject to the restrictions set forth in this paragraph. The transfer of technical data for the
purposes of discharging the Partners' responsibilities with regard to interface, integration and
safety shall normally be made without the restrictions set forth in this paragraph. If detailed
design, manufacturing, and processing data and associated software is necessary for interface,
integration or safety purposes, the transfer shall be made in accordance with paragraph 1
above, but the data and associated software may be appropriately marked as set out below.
Technical data and goods not covered by the restrictions set forth in this paragraph shall be
transferred without restriction, except as otherwise restricted by national laws or regulations.
(a) The furnishing Cooperating Agency shall mark with a notice, or otherwise
specifically identify, the technical data or goods that are to be protected for export
control purposes. Such a notice or identification shall indicate any specific conditions
regarding how such technical data or goods may be used by the receiving Cooperating
Agency and its contractors and subcontractors, including (1) that such technical data
or goods shall be used only for the purposes of fulfilling the receiving Cooperating
Agency's responsibilities under this Agreement and the relevant MOUs, and (2) that
such technical data or goods shall not be used by persons or entities other than the
receiving Cooperating Agency, its contractors or subcontractors, or for any other
purposes, without the prior written permission of the furnishing Partner State, acting
through its Cooperating Agency.
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(b) The furnishing Cooperating Agency shall mark with a notice the technical data
that are to be protected for proprietary rights purposes. Such notice shall indicate any
specific conditions regarding how such technical data may be used by the receiving
Cooperating Agency and its contractors and subcontractors, including (1) that such
technical data shall be used, duplicated, or disclosed only for the purposes of fulfilling
the receiving Cooperating Agency's responsibilities under this Agreement and the
relevant MOUs, and (2) that such technical data shall not be used by persons or
entities other than the receiving Cooperating Agency, its contractors or
subcontractors, or for any other purposes, without the prior written permission of the
furnishing Partner State, acting through its Cooperating Agency.
(c) In the event that any technical data or goods transferred under this Agreement
are classified, the furnishing Cooperating Agency shall mark with a notice, or
otherwise specifically identify, such technical data or goods. The requested Partner
State may require that any such transfer shall be pursuant to a security of information
agreement or arrangement which sets forth the conditions for transferring and
protecting such technical data or goods. A transfer need not be conducted if the
receiving Partner State does not provide for the protection of the secrecy of patent
applications containing information that is classified or otherwise held in secrecy for
national security purposes. No classified technical data or goods shall be transferred
under this Agreement unless both parties agree to the transfer.
4. Each Partner State shall take all necessary steps to ensure that technical data or goods
received by it under subparagraphs 3(a), 3(b), or 3(c) above shall be treated by the receiving
Partner State, its Cooperating Agency, and other persons and entities (including contractors
and subcontractors) to which the technical data or goods are subsequently transferred in
accordance with the terms of the notice or identification. Each Partner State and Cooperating
Agency shall take all reasonably necessary steps, including ensuring appropriate contractual
conditions in their contracts and subcontracts, to prevent unauthorized use, disclosure, or
retransfer of, or unauthorized access to, such technical data or goods. In the case of technical
data or goods received under subparagraph 3(c) above, the receiving Partner State or
Cooperating Agency shall accord such technical data or goods a level of protection at least
equivalent to the level of protection accorded by the furnishing Partner State or Cooperating
Agency.
5. It is not the intent of the Partners to grant, through this Agreement or the relevant MOUs,
any rights to a recipient beyond the right to use, disclose, or retransfer received technical data
or goods consistent with conditions imposed under this Article.
6. Withdrawal from this Agreement by a Partner State shall not affect rights or obligations
regarding the protection of technical data and goods transferred under this Agreement prior to
such withdrawal, unless otherwise agreed in a withdrawal agreement pursuant to Article 28.
7. For the purposes of this Article, any transfer of technical data and goods by a
Cooperating Agency to ESA shall be deemed to be destined to ESA, to all of the European
Partner States, and to ESA's designated Space Station contractors and subcontractors, unless
otherwise specifically provided for at the time of transfer.




Treatment of Data and Goods in Transit
Recognizing the importance of the continuing operation and full international utilization of
the Space Station, each Partner State shall, to the extent its applicable laws and regulations
permit, allow the expeditious transit of data and goods of the other Partners, their
Cooperating Agencies, and their users. This Article shall only apply to data and goods
transiting to and from the Space Station, including but not limited to transit between its
national border and a launch or landing site within its territory, and between a launch or
landing site and the Space Station.
Article 21
Intellectual Property
1. For the purposes of this Agreement, "intellectual property" is understood to have the
meaning of Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property
Organization, done at Stockholm on 14 July 1967.
2. Subject to the provisions of this Article, for purposes of intellectual property law, an
activity occurring in or on a Space Station flight element shall be deemed to have occurred
only in the territory of the Partner State of that element's registry, except that for
ESA-registered elements any European Partner State may deem the activity to have occurred
within its territory. For avoidance of doubt, participation by a Partner State, its Cooperating
Agency, or its related entities in an activity occurring in or on any other Partner's Space
Station flight element shall not in and of itself alter or affect the jurisdiction over such
activity provided for in the previous sentence.
3. In respect of an invention made in or on any Space Station flight element by a person
who is not its national or resident, a Partner State shall not apply its laws concerning secrecy
of inventions so as to prevent the filing of a patent application (for example, by imposing a
delay or requiring prior authorization) in any other Partner State that provides for the
protection of the secrecy of patent applications containing information that is classified or
otherwise protected for national security purposes. This provision does not prejudice (a) the
right of any Partner State in which a patent application is first filed to control the secrecy of
such patent application or restrict its further filing; or (b) the right of any other Partner State
in which an application is subsequently filed to restrict, pursuant to any international
obligation, the dissemination of an application.
4. Where a person or entity owns intellectual property which is protected in more than one
European Partner State, that person or entity may not recover in more than one such State for
the same act of infringement of the same rights in such intellectual property which occurs in
or on an ESA-registered element. Where the same act of infringement in or on an
ESA-registered element gives rise to actions by different intellectual property owners by
virtue of more than one European Partner State's deeming the activity to have occurred in its
territory, a court may grant a temporary stay of proceeding in a later-filed action pending the
outcome of an earlier-filed action. Where more than one action is brought, satisfaction of a
judgment rendered for damages in any of the actions shall bar further recovery of damages in
any pending or future action for infringement based upon the same act of infringement.
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5. With respect to an activity occurring in or on an ESA-registered element, no European
Partner State shall refuse to recognize a license for the exercise of any intellectual property
right if that license is enforceable under the laws of any European Partner State, and
compliance with the provisions of such license shall also bar recovery for infringement in any
European Partner State.
6. The temporary presence in the territory of a Partner State of any articles, 'including the
components of a flight element, in transit between any place on Earth and any flight element
of the Space Station registered by another Partner State or ESA shall not in itself form the
basis for any proceedings in the first Partner State for patent infringement.
Article 22
Criminal Jurisdiction
In view of the unique and unprecedented nature of this particular international cooperation in
space:
1. Canada, the European Partner States, Japan, Russia, and the United States may exercise
criminal jurisdiction over personnel in or on any flight element who are their respective
nationals.
2. In a case involving misconduct on orbit that: (a) affects the life or safety of a national of
another Partner State or (b) occurs in or on or causes damage to the flight element of another
Partner State, the Partner State whose national is the alleged perpetrator shall, at the request
of any affected Partner State, consult with such State concerning their respective
prosecutorial interests. An affected Partner State may, following such consultation, exercise
criminal jurisdiction over the alleged perpetrator provided that, within 90 days of the date of
such consultation or within such other period as may be mutually agreed, the Partner State
whose national is the alleged perpetrator either:
(1) concurs in such exercise of criminal jurisdiction, or
(2) fails to provide assurances that it will submit the case to its competent authorities
for the purpose of prosecution.
3. If a Partner State which makes extradition conditional on the existence of a treaty
receives a request for extradition from another Partner State with which it has no extradition
treaty, it may at its option consider this Agreement as the legal basis for extradition in respect
of the alleged misconduct on orbit. Extradition shall be subject to the procedural provisions
and the other conditions of the law of the requested Partner State.
4. Each Partner State shall, subject to its national laws and regulations, afford the other
Partners assistance in connection with alleged misconduct on orbit.
5. This Article is not intended to limit the authorities and procedures for the maintenance of
order and the conduct of crew activities in or on the Space Station which shall be established
in the Code of Conduct pursuant to Article 11, and the Code of Conduct is not intended to




1. The Partners, acting through their Cooperating Agencies, may consult with each other on
any matter arising out of Space Station cooperation. The Partners shall exert their best efforts
to settle such matters through consultation between or among their Cooperating Agencies in
accordance with procedures provided in the MOUs.
2. Any Partner may request that government-level consultations be held with another
Partner on any matter arising out of Space Station cooperation. The requested Partner shall
accede to such request promptly. If the requesting Partner notifies the United States that the
subject of such consultations is appropriate for consideration by all the Partners, the United
States shall convene multilateral consultations at the earliest practicable time, to which it
shall invite all the Partners.
3. Any Partner which intends to proceed with significant flight element design changes
which may have an impact on the other Partners shall notify the other Partners accordingly at
the earliest opportunity. A Partner so notified may request that the matter be submitted to
consultations in accordance with paragraphs 1 and 2 above.
4. If an issue not resolved through consultations still needs to be resolved, the concerned
Partners may submit that issue to an agreed form of dispute resolution such as conciliation,
mediation, or arbitration.
Article 24
Space Station Cooperation Review
In view of the long-term, complex, and evolving character of their cooperation under this
Agreement, the Partners shall keep each other informed of developments which might affect
this cooperation. Beginning in 1999, and every three years thereafter, the Partners shall meet




1. This Agreement shall remain open for signature by the States listed in the Preamble of
this Agreement.
2. This Agreement is subject to ratification, acceptance, approval, or accession.
Ratification, acceptance, approval, or accession shall be effected by each State in accordance
with its constitutional processes. Instruments of ratification, acceptance, approval, or
accession shall be deposited with the Government of the United States, hereby designated as
the Depositary.
3. (a) This Agreement shall enter into force on the date on which the last instrument of
ratification, acceptance, or approval of Japan, Russia and the United States has been
deposited. The Depositary shall notify all signatory States of this Agreement's entry
into force.
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(b) This Agreement shall not enter into force for a European Partner State before it
enters into force for the European Partner. It shall enter into force for the European
Partner after the Depositary receives instruments of ratification, acceptance, approval,
or accession from at least four European signatory or acceding States, and, in
addition, a formal notification by the Chairman of the ESA Council.
(c) Following entry into force of this Agreement for the European Partner, it shall
enter into force for any European State listed in the Preamble that has not deposited
its instrument of ratification, acceptance or approval upon deposit of such instrument.
Any ESA Member State not listed in the Preamble may accede to this Agreement by
depositing its instrument of accession with the Depositary.
4. Upon entry into force of this Agreement, the 1988 Agreement shall cease to be in force.
5. If this Agreement has not entered into force for a Partner within a period of two years
after its signature, the United States may convene a conference of the signatories to this
Agreement to consider what steps, including any modifications to this Agreement, are
necessary to take account of that circumstance.
Article 26
Operative Effect as Between Certain Parties
Notwithstanding Article 25 (3)(a) above, this Agreement shall become operative as between
the United States and Russia on the date they have expressed their consent to be bound by
depositing their instruments of ratification, acceptance or approval. The Depositary shall
notify all signatory States if this Agreement becomes operative between the United States
and Russia pursuant to this Article.
Article 27
Amendments
This Agreement, including its Annex, may be amended by written agreement of the
Governments of the Partner States for which this Agreement has entered into force.
Amendments to this Agreement, except for those made exclusively to the Annex, shall be
subject to ratification, acceptance, approval, or accession by those States in accordance with
their respective constitutional processes. Amendments made exclusively to the Annex shall
require only a written agreement of the Governments of the Partner States for which this
Agreement has entered into force.
Article 28
Withdrawal
1. Any Partner State may withdraw from this Agreement at any time by giving to the
Depositary at least one year's prior written notice. Withdrawal by a European Partner State
shall not affect the rights and obligations of the European Partner under this Agreement.
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2. If a Partner gives notice of withdrawal from this Agreement, with a view toward
ensuring the continuation of the overall program, the Partners shall endeavor to reach
agreement concerning the terms and conditions of that Partner's withdrawal before the
effective date of withdrawal.
3. (a) Because Canada's contribution is an essential part of the Space Station , upon its
withdrawal, Canada shall ensure the effective use and operation by the United States
of the Canadian elements listed in the Annex. To this end, Canada shall expeditiously
provide hardware, drawings, documentation, software, spares, tooling, special test
equipment, and/or any other necessary items requested by the United States.
(b) Upon Canada's notice of withdrawal for any reason, the United States and Canada
shall expeditiously negotiate a withdrawal agreement. Assuming that such agreement
provides for the transfer to the United States of those elements required for the
continuation of the overall program, it shall also provide for the United States to give
Canada adequate compensation for such transfer.
4. If a Partner gives notice of withdrawal from this Agreement, its Cooperating Agency
shall be deemed to have withdrawn from its corresponding MOU with NASA, effective from
the same date as its withdrawal from this Agreement.
5. Withdrawal by any Partner State shall not affect that Partner State's continuing rights and
obligations under Articles 16, 17, and 19, unless otherwise agreed in a withdrawal agreement
pursuant to paragraph 2 or 3 above.
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IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed this Agreement.
DONE at Washington, this 29th day of January, 1998. The texts of this Agreement in the
English, French, German, Italian, Japanese, and Russian languages shall be equally authentic.
A single original text in each language shall be deposited in the archives of the Government
of the United States. The Depositary shall transmit certified copies to all signatory States.
Upon entry into force of this Agreement, the Depositary shall register it pursuant to
Article 102 of the Charter of the United Nations.
NOTE: Only English text of Agreement will be printed in this publication.
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM:
FOR THE GOVERNMENT OF CANADA:
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK:
FOR THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC:
FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:
FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC:
FOR THE GOVERNMENT OF JAPAN:
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS:
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY:
FOR THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION:
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SPAIN:
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN:
FOR THE GOVERNMENT OF THE SWISS CONFEDERATION:
FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN
AND NORTHERN IRELAND:
FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA:
ANNEX
Space Station Elements to be Provided by the Partners
The Space Station elements to be provided by the Partners are summarized below and are
further elaborated in the MOUs:
1. The Government of Canada, through CSA, shall provide:
as a Space Station infrastructure element, the Mobile Servicing Center (MSC);
as an additional flight element, the Special Purpose Dexterous Manipulator; and
in addition to the flight elements above, Space Station-unique ground elements.
2. The European Governments, through ESA, shall provide:
as a user element, the European pressurized laboratory (including basic functional
outfitting);
other flight elements to supply and to reboost the Space Station; and
in addition to the flight elements above, Space Station-unique ground elements.
3. The Government of Japan shall provide:
as a user element, the Japanese Experiment Module (including basic functional
outfitting, as well as the Exposed Facility and the Experiment Logistics Modules);
other flight elements to supply the Space Station; and
in addition to the flight elements above, Space Station-unique ground elements.
4. The Government of Russia, through RSA, shall provide:
Space Station infrastructure elements, including service and other modules;
as user elements, research modules (including basic functional outfitting) and attached
payload accommodation equipment;
other flight elements to supply and to reboost the Space Station; and
-- in addition to the flight elements above, Space Station-unique ground elements.
5. The Government of the United States, through NASA, shall provide:
Space Station infrastructure elements, including a habitation module;
as user elements, laboratory modules (including basic functional outfitting), and
attached payload accommodation equipment;
other flight elements to supply the Space Station; and
in addition to the flight elements above, Space Station-unique ground elements.
ARRANGEMENT CONCERNING APPLICATION
OF THE SPACE STATION INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT
PENDING ITS ENTRY INTO FORCE
1. The Parties to this Arrangement are all signatories to the Agreement among the
Government of Canada, Governments of Member States of the European Space Agency, the
Government of Japan, the Government of the Russian Federation and the Government of the
United States of America Concerning Cooperation on the Civil International Space Station
(hereinafter "the Intergovernmental Agreement") done at Washington on January 29, 1998.
2. In accordance with its terms, the Intergovernmental Agreement will enter into force on the
date on which the last instrument of ratification, acceptance or approval of Japan, Russia and
the United States has been deposited. Thereafter, the Intergovernmental Agreement will enter
into force for a Partner upon the deposit of that Partner's instrument of ratification, acceptance,
approval or accession. For these purposes, the European Partner will be considered to have
deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession when the Depositary
receives instruments of ratification, acceptance, approval or accession from at least four
European signatory or acceding States, and, in addition, a formal notification by the Chairman
of the European Space Agency's Council.
3. The Parties to this Arrangement desire to pursue cooperation as provided in the
Intergovernmental Agreement to the fullest possible extent, pending completion by each of
them of all domestic actions required prior to ratification, acceptance or approval of, or
accession to, the Intergovernmental Agreement.
4. The Parties to this Arrangement therefore undertake, to the fullest extent possible
consistent with their domestic laws and regulations, to abide by the terms of the
Intergovernmental Agreement until it enters into force or becomes operative with respect to
each of them.
5. A. Party may withdraw from this Arrangement upon 120 days' written notice to the other
Parties.
6. This Arrangement will be effective upon signature. Thereafter, this Arrangement may be
acceded to by a signatory to the Intergovernmental Agreement by signature or by depositing an
instrument of accession with the Depositary.
7. This Arrangement supersedes the Arrangement Concerning Application of the Space
Station Intergovernmental Agreement Pending Its Entry Into Force, done at Washington on
September 29, 1988, which is hereby terminated.
Done at Washington this 29th day of January, 1998, in one original, the English, French,
German, Italian, Japanese and Russian texts being equally authentic.
NOTE: Only English text of Arrangement will be printed in this publication.
FOR THE GOVERNMENT OF CANADA:
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK:
FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS:
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY:
FOR THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION:
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SPAIN:
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN:
FOR THE GOVERNMENT OF THE SWISS CONFEDERATION:
FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN
AND NORTHERN IRELAND:
FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA:
